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ABSTRAK

Ntousia dalam menjalani kchidupann>-a. icfdapat scgaU macam kemungkman buruk >-ang Udak diingiiikan
oleh manusta itu sendiri. hal ini disebui risiko maka dari ini diperiukan adaioa suatii Icmbaga vang d^
TOngambil alih nsiko icradwi jang dinamakan asuransi. Asuransi sosial diatur dalam UU Nomor 33 Tahun
1964 UU Nomor 34 Tahun 1964. tmrggung jawab penisahaan asuransi sosiai kecelakaan lalu linias akan
muncul apabila ada kerugian jang dideriia oleh lertanggung sebagainiana dikataifan Haiam Pasal 2 dan 3 UU
^mor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965 Dalam iiraian PasaJ 7 PP Nomor 17 Tahun 1965 dan PP
Nomor 18 Tahun 1965 jup charaikan prcam yang dibay arkan muuk dapai menanggnlangi risiko kecelakaan
yang oleh icnanggimg. Dalam PasaJ 10 ayat 2 huruf b PP Nomor 17 Tahun 1965 jo Pasal 10 a%at 2
huruf b PP Nomor 18 Tahun 1965 dimaikan icmang cacai ictap scbagai salah satu risiko vaag dttanggung oleh
asuransi sosial im. Sebagai asuransi sosial. maka kiia pcrlu mcngciahui hagaimmia bentuk tanggung jauab
mdmm penisahaan asuransi sosial pada kondisi cacal ici^ korban akibal kecelakaan bermotor
tegaun^ proses peng^uan klaim dan apa saja kendala yang diahadapi dalam proses pcngajuan kalaim'
Umuk dapat moigetahm bcmnk taoggung jauab tersebut. maka pendekaian «ng dilakukan dalam penelitian
ini adalah pendekaian yuridis sosiologis yaitupenelitian yang berusaha mcng^aikan bagaimana peoerapan
suatu perai^ pcrundang-ui^pn di lapangan kliususma yang bcrkaitan dcngan pelaksanaan asuransi
sosial kecelakaan lalu Umas. Hasil penehtian iru adalah bcmuk langgiing jawab vang dibcrikan oleh pih^
penisahaan asuransi dalam hal mi adalah PT Jasa Rahaija (Pcrscro) cabang Sumatm Barai sebagai pela^
asui^ sosial yaitu benipa pembenan santunan bagi korban vang mcndcnta cacai letap akibat kecelakaan
kendaraan bermotor yang berhak roenenma smitiinan bcrdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor
34 Tahun 1964 pcraturan pclaksananya. Selam iiu jup diiemukan kendala-kendala dalam pcnpiuan
^ dimana terdapat kendala pada bidang admimsuasi dan kurangma pengetahuan trarp masiT^akan
adama asuransi sosial kecelakaan lalu lintac
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan sifatnya yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini,

maka kehidupan manusia itu selalu mengalami masa pasang dan surut. Hal ini

disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi. Artinya manusia itu

disamping mengalami suka, tidak jarangjuga mengalami duka dan kemalangan

silih berganti datangnya. Ada kalanya untung, tetapi tidak jarang mengalami

kerugian seperti roda suatu ketika diatas dan pada saat lain dibawah. Kemalangan

atau kerugian ada kalanya berasal dan disebabkan dari diri manusia itu sendiri dan

ada kalanya berasal dari luar diri manusia'. Dikarenakan sudah banyaknya

perusahaan perasuransian yang tumbuh subur di dunia usaha di negara Indonesia

saat ini mempermudah masyarakat untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan

akan menimpa mereka kepada perusahaan perasuransian. Oleh sebab itu

masyarakat lebih memilih untuk mengalihkan risiko yang mungkin akan terjadi di

kemudian hari kepada lembaga pengasuransian.

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian {uncertainty} menimbulkan kebutuhan

terhadap asuransi, kini banyak- sekali jenis asuransi yang berkembang dalam

masyarakat. Secara umum asuransi memang suatu cara untuk menangani dan

mengantisipasi risiko-sisiko dalam hidup. Dalam era pembangunan sekarang,

asuransi memiliki peranan yang penting. Disamping memberikan jaminan kepada

individu serta pengembangan bidang usaha, asuransi merupakan alat penghimpun

Rejeki Asuransi dan Perusahaan Asuransi Sinar
Grafika,Jakarta,2008,hlm 12.



dana bagi pcrabangunan scrta mcnjaga kontinuitas pcmbangunan itu scndiri.

Dewasa ini perkembangan asuransi di Negara kita semakin pesat, hal ini

disebabkan karena semakin komplitnya kebutuhan hidup masyarakat serta

semakin ketatnya persaingan antara perusahaan perasurasian, hingga

menimbulkan berbagai jenis asuransi baru. Tuntutan kebutuhan terhadap

pertanggungan asuransi terns berkembang mengikuti kompleksitas risiko yang

limbul dan mcngancam pribadi maupun dunia usaha^.

Usaha perasuransian (insurance) di Indonesia diatur dengan Undang-Undang

No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 3 humf (a) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1992 usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga)

jenis, yaitu:

a. Usaha asuransi kemgian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko
atas kerugian, kehilang^ manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b. Usaha asur^si jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko
yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorane vane
dipertanggungkan.

c. Usaha reasurami yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko
yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan
Asuransi Jiwa .

Bcrdasarkan unsur pcrscsuaian kchcndak, maka pcijanjian asuransi dapat

dibagi menjadi dua yaitu, pertanggungan sukarela dan pertanggungan wajib.

Pertanggungan sukarela iaiah bahwa diantara pihak-pihak tertanggung dan

penanggung dalam mengadakan perjanjian itu tidak ada paksaan dari pihak luar

atau dari pihak lawan. Penanggung secara sukarela sengan persetujuannya sendiri

mengikatkan diri untuk memikul risiko, sedang pihak tertanggung juga dengan

sukarela membayar premi sebagai imbalan memperalihkan risikonya kepada

him 23.

A Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2001, him 3.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia. Cltra Aditya Bakti cetakan ke IV.



pihak penanggung". Pertanggungan wajib dikatakan wajib, oleh karena ada salah

satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain mengadakan pertanggungan itu.

Pihak yang mewajibkan ini biasanya iaiah pemerintah, tetapi tidak selalu

dimonopoli pemerintali. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggungan

ini iaIah sebagai penanggung.

Jenis asurairsi yang akzn. dibahas secara lebih ianjut dalam tulisan ini adalah

asuransi kerugian dimana asuransi ini berkaitan dengan kecelakaan dan

mengandung unsur sejumlah uang di dalamnya, khususnya asuransi sosial

kecelakaan lain Hntas. Unsur asuransi sejumlah uang dalam asuransi kecelakaan

mi misalnya dalan hal tertanggung menderita kematian alau kehilangan nyawa

akan dibcri santunan bcrupa sejumlah uang, dalam hal unsur asuransi kerugian

dalam asuransi kecelakaan adalah dalam hal penggantian biaya rumah sakit, obat-

obatan yang dibayarkan dengan kwitansi. Yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertangungan Wajib Kecelakaan

Penumpang, Lembaran Negara Nomor 2720 Tahun 1964, serta peraturan

pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Lembaran Negara

Nomor 138 Tahun 1964. Serta peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1965.

Tanggung jawab perusahaan asuransi muncul ketlka adanya kerugian yang

diderita oleh tertanggung. Dalam hal ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964

tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang menjadi

"Emmy Pangaribuan, Pertanggungan fVajib/Sosial UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964
Seksi Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, 1980, him 5.



tertanggung dalam asuransi kecelakaan penumpang ini dijelaskan dalam Pasal 2

dan 3 UUNomor 33 Tahun 1964 jo Pasal 2 PP nomor 17 Tahun 1965, yaitu setiap

penumpang dari kendaraan bermotor umum, tiap penumpang kereta api, tiap

penumpang pesawat terbang Perusahaan Penerbangan Nasional dan setiap

penumpang kapal Perusahaan Perkapalan/Pelayaran Nasional. Dalam Pasal 3 ayat

1 humf a UU Nomor 33 tahun 1964 dikatakan bahwa "tiap penumpang yang sah

dan kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan

penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib

membayar luran melalui pengusaha pemilik yang bersangkutan untuk menutup

akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan."

Berdasarkan uraian Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 33 Tahun 1964, maka

dapat kita pahami bahwa apabila penumpang yang menjadi tertanggung sesuai

dengan yang diatas mengalami kecelakaan, maka akan berhak menerima dana

santunan dari iuran wajib yang telah dibayarkannya melalui pengusaha pemilik

yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi sosial nasional yang telah ditunjuk

oieh pemerintah.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu

Lintas Jalan, dikatakan bahwa " setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat

tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan

tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli

warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah."

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita pahami tanggung jawab perusahaan

asuransi sosial muncul juga ketika ada pihak ketiga yang menderita cacat tetap



atau kehilangan nyawa akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh alat aiigkutan lalu

lintas.

Hak masyarakat akan santunan yang diberikan oleh asuransi sosial dapat kita

lihat pada Pasai 7 PP Nomor 17 Tahun 1965 yang berbunyi " iuran-iuran wajib

yang terhimpun merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggungan

kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut

ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan/atau hukum

pertanggungan yang berlaku Dalam Pasal 7 PP Nomor 18 Tahun 1965 juga

terdapat bentuk premi yang menunjukkan hak masyarakat akan pembayaran

santunan. yaitu " sumbangan-sumbanagn wajib yang terhimpun merupakan dana

yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahliwaris yang

bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan

berdasarkan peraturan pemerintah ini Salah satu risiko yang dapat dengan

mudah terjadi adalah kecelakaan saat berkendara, mengingat banyak sekali hal

yang tidak dapat dipastikan dapat teijadi saat berkendara. Kecelakaan yang

menimpa pengendara seringkali menimbulkan beban atau kerugian baik materiil

maupun mmatenil baik itu dalam kondisi luka-luka, cacat tetap, atau bahkan

kematian akibat kecelakaan. Dalam keadaan seperti ini tentu akan menimbulkan

beban bagi korban, kerusakan pada kendaraan bermotor miliknya atau luka-luka

yang diderita terlebih apabila mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan

bermotor. Pada kondisi cacat tetap, si penderita cacat tetap tentu saja akan

mengalami kesulitan untuk melakukan pekeijaannya.

Salah satu hal yang dapat menimpa adalah luka-luka, cacat tetap atau bahkan

kematian. Dalam hal teqadinya cacat tetap, kita tidak akan mendapatkan bagian



tubuh yang sempuma lagi sehingga alcan berpengaruh seumur hidup Idta. Bahkan

untuk cacat tetap tertentu akan mengakibatkan penderita tidak lagi dapat

menjalani kegiatan sehari-hariseperti mencari nafkah. Maka hal ini akan

mengganggu kondisi perekonomian keluarga dari korban serta keluarganya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 1964 maka jelaslah bahwa peristiwa-peristiwa yang

menimbulkan kemgian di dalam kedua jenis pertanggungan wajib itu adalah

peristiwa kematian dan cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan angkutan umum

atau lalu lintas". Jika seorang mati atau cacat tetap sebagai akibat kecelakaan

angkutan dimana dia berada sebagai penumpang, atau sebagai akibat dari

kecelakaan lalu lintas dan untuk ahli warisnya atau dia sendiri (bagi orang cacat

tetap) mendapatkan sejumlah uang sebagai "ganti rugi", maka sebenaraya

sejumlah uang tersebut tidak dapat kita samakan dengan kerugian yang sungguh-

sungguh diderita orang tersebut sebagai akibat dari kematian atau cacat tetap itu^.

Dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b PP Nomor 17 Tahun 1965 jo Pasal 10 ayat 2 huruf

b PP Nomor 18 Tahun 1965 dikatakan " dalam hal korban mendapat cacat tetap

karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari

setelah teijadinya kecelakaan yang bersangkutan; yang diartikan dengan cacat

tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sub

a pasal mi hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat

sembuh atau pulih untuk selama-lamanya"

u u Emmy Pangaribuan. Pertanggtmgan Wajib/Sosia! UUNo.33 dan 34 Tahun 1964 SeksiHukumDapng Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, him 7
told, him 7



Keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor menarik minat

penuiis untuk dapat meneliti tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban

perusahaan asuransi dalam hal ini asuransi sosial kecelakaan lalu lintas PT. Jasa

Raharja (Persero) serta bagaimana lata cara pengajuan klaim serta kendala-

kendala yang ditemui dalam pengajuan klaim tersebut dalam masyarakat. Apabila

dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka suatu penelitiandapat merupalcan

penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (facl-findmg)\

Maka dari itu penuiis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai

permasalahan tersebut dalam bentuk proposal "Tanggung Jawab Hukum

Perusahaan Asuransi pada Kondisi Cacat Tetap Korban Akibat Kecelakaan

Kendaraan Bermotor di jalan Raya"

B. Perumusan Masalab

Agar penulisan proposal penelitian ini lebih terarah, maka penuiis membuat

batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas berdasarkan uraian yang telah

dipaparkan pada latar belakang diatas serta berdasarkan kemampuan penuiis

sendiri, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan raasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak penanggung dalam keadaan

tertanggung menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bemotor?

2. Bagaimana proses pengajuan klaim oleh tertanggung yang menderita cacat

tetap dalam kecelakaan kendaraan bermotor?

him 10.
Soeijono Soekanto, Penganlar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 2005,



3. Apa saja kendala-kendala yang dilemui dalam pengajuan klaim bagi
tertanggung yang menderita cacat telap akibat kecelakaan kendaraan

bermotor?

C. Tujuan PenuHsaa

Setiap penuHsan penelilian pastilah meiliki tujuan yang hendafc dicapai.
Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui peneiitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pihak asuransi ,pada kondisi
cacat tetap yang diderita tertanggung akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim bagi tertanggung yang menderita

cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

3. Untuk dapat mengetahui kendala-kendala apa aaja yang ada dalam pengajuan
klaim.

D. Manfaat Penelitiao

Penulis berharap peneiitian ini akan dapat bermanfaat baik bagi penulis
maupnn bagi pihak-pihak yang memerlnkan data yang berkaitan dengan
peneiitian ini serta masyarakat pada nmnmnya. Dari uraian di atas dapat ditangkap
bahwa penulisan ini memberikan manfaat sebagai beriknt: Adapun manfaat dari

peneiitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri adalah sebagai berikut:

1. Segi teroritis

a) Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dari penulis mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pihak asuransi

berkaitan dengan kondisi cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan

bermotor.



b) Penulisan ini diharapkan dapat membferikan kontribusi bagi

perkembangan hukum perdata, basil penelitian bisa menambah liferatur

dalam memperluas pengetahuan hukum bisnis pada masyarakat.

c) Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin

mendalami masalah ini lebih ianjut.

2. Segi praktis

a) Melatih kemampuan keterampilan dalam membuat karya tulis ilmiah.

b) Mengaplikasikan ilmu yang di dapat di Perguruan Tinggi untuk

kemajuan masyarakat di bidang hukum.

c) Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan

dengan asuransi kecelakaan yang nantinya diberikan perusahaan

asuransi.

E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang

nantmya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang

diperunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu

kejadian atau pennasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran^ Dalam

rangka melengkapi dan menyempumakan penulisan yang akan dilakukan, maka

penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkret untuk

dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai

berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

him 43.
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Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan

adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian ini bemsaha menggambarkan

bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan di lapangan

khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lain

lintas.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian

yang dilakukan dengan mencari liferatur yang ada, terkait dengan

pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada

perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan

Pusat UniversitasAndalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data

. yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan

dilakukan pada PT Jasa Rahaija (Persero) Cabang Sumatera Barat.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi

lapangan (field research) dilingkungan terkait yaitu PT Jasa Raharja

(Persero) Cabang Sumatera Barat.
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2) Data Sekunder

Diperoleh dari literatur, yang didapat dari kepustakaan yang terdiri

dari berbagai buku-buku atau referensi'-referensi dan studi dokumen-

dokumen melalui penelusuran pustaka {library research) yang dapat

mendukung penulisan mi dan hasil-hasil penelitian berbentuk lapomn.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan

tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-

tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba

memberikan gambaran dan tinjauan dalam perabahasan tentang tanggung

jawab perusahaan asuransi pada kondisi cacat tetap akibat kecelakaan

kendaraan bermotor.

4. Teknik PengumpuJan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilaknkan

melalu data tertulis dengan menggunakan "content analysis", yakni

dengan cara menganalisis dokumen-dolcumen yang penulis dapatkan di

lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti'. Penulis

memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan

perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Huhm, Ul. Press, Jakarta, 2006, Him 21
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Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya
jawab secara lisan dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara ini
penulis ntenggunakan wawancara serai terstruktnr, diraana setiap
pedanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat tirabul
pertanyaan bam setelah responden meraberikan jawabannya. Wawancara
yang penelit, laknkan in. ntenggunakan teknik sampling. Ada 2 bentuk
teknik sampling dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Populasi

Populasi atau universe adalah keselurahan unit manusia yang berbentuk
gejala atau peristiwa dengan mempunyai ciri-ciri yang sama, dalan.
penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak PT Jasa Rahaija
(Persero) Cabang Suraatera Barat dan pihak nasabah yang raengalami
cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan berraotor pada asnransi

kecelakaan kendaraan bemtotor di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang
Sumatera Barat.

2. Sampel

Santpel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keselurahan
objek penelitian'" Sampel merupakan bagian dari populasi yang
ntewakili keberadaan populasi untuk dijadikan objek penelitian. Sampel
merupakan tindak lanjut dari teknik sampling dengan populasi,
maksudnya teknik ini menjawab berapa banyak jumlah sampel yang
ditarik dari populasi. Dalara hal ini yang menjadi sampel penelitan
penulis adalah pihak-pihak yang betwenang meraberikan keterangan-

43.
Waluyo, Pe„eMa„
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keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pihak PT. Jasa

Rahaqa (Persero) Cabang Sumatera Barat dan juga terlanggung yang

mengaJami cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor,

3. Teknik Penentuan Sampel

Penetuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yang

termasuk dalam kategori nan probabtlity sampling dalam art!, tidak

memberi kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi

yang ada atau langsung ditentukan oleh peneiiti. Hal ini berarti,

pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling dilakukan dalam

usafaa pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk

pemecahan masalah yang telah dirumuskan

S. Peogolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Menipakan suatu proses dimana seteiah memperoleh data, kemudian

ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian

penulisan. Melalui proses:

a) Pengeditan selunih data yang telah terkumpul dan disaring menjadi

suatu kumpulan data yang benar - benar dapat dijadikan suatu acuan

akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b) Pengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan

tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Seteiah semua data terkumpul, baik data primer maupun data

sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang

13



dilakukan tidak menggunakan rumus slatistik. dan data tidak benipa

angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang mempakan
pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang
penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail

mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang

deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melaiui teknik

pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam

bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.
F. Sistematika Penulisan

Untuk mematemi maten yaag dibahaa dalam skripsi ini. maka penulis
menyusunnya dalam bentuk yang sistematis, Dengan mengelompokkannya ke

dalam 4 (empat) bab. Bab-bab yang dimaksud terdiri atas ;

BAB I PENDAHULDAN

Bensikan iatar belakang masalah, pemmusan masalah, tujuan
penulisan. manfaat penelitian. metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BABn TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini materi yang dibahas mempakan tinjauan kepustakaan

yang mempunyai reievansi dengan pennasaiahan yang diteiin, secam

umum mengenai;

(I.) Tinjauan umum tentang asuransi, meliputi ipengertian asuransi.

pengaluran asuransi, perjanjian asuransi. syarat dan asas peijanjian

14



asuransi, prinsip peijanjian asuransi, berakhimya peijanjian

asuransi.

(2.) Tinjauan khusus tentang asuransi sosial meliput pengertian

asuransi sosial dan jenis-jenis asuransi sosial.

(3.) Tinjauan khusus mengenai sumber dana asuransi sosial.

BAB ru HASIL PENEHTIAN

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalara kegiatan

penehtian, untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan kiaim apabila

tertanggung menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan

bermotor, bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi serta kendala-

kendala yang ditemi pada saat pengajuan klaim

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang

ditelitiberdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan dari

data lainnya.
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BABn

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi menurut ketentuan Pasal 246 KUHD adalah

Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri
kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian
kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan yang mungkin dideritanya sebagai akibat dari suatu evenemen."

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian

1 pertanggungan adalah peijanjian dengan 2 (dua) pihak ataulebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada
tertang^ng karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau untuk memberikan suartu pembayaran yang didasarkan atas meninggai
atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Pengertian menurut para ahli

1) H. M. N Purwosutjipto

Asuransi adalah jKtjanjian timbal balik antara penanggung dengan
penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti
kemgian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan
pada penutupan peijanjian kepada penutup asuransi atau orang lain yang
ditunjuk pada waktu terjadinya evenement sedangkan penutup asuransi
mengikatkan diri untuk membayar uang premi''

2) Emmy Pangaribuan

"Pertanggungan adalah suatu peijanjian, dimana penanggung dengan
menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk
membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan

. ^ P'^SerlianPokok.PokokHuhm Daga„gIndonesia. Bagian 6
L/Jaulualm^ jaK«ta, 1990, hIm.IO
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keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena
kejadian yang belum pasti"^^

2. Pengaturan Asuransi

Pengaturan tentang perasuransian tersebar dalam beberapa peraturan

perundang-imdangan, yaitu ;

a) Pengaturan dalam KUHD'^

Dalam KUHD pengaturan tentang asuransi dibagi dalam dua cara, yaitu

pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus.

Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246

sampai dengan Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik

yang sudah diatur dalam KUHD maupun diluar KUHD, kecuali jika secara

khusus ditentukan Iain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku

I Bab 10 Pasal 287 sampai dengan Pasal 308 KUHD dan Bukun II Bab 9 dan

Bab 10 Pasal 592 - Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

a. Asuransi kebakaran Pasal 287 - Pasal 298 KUHD
b. Asuransi hasil pertanian Pasai 299 - Pasal 30 i KUHD
c. Asuransi jiwa Pasal 302 - Pasal 308 KUHD
d. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 sampai denean

Pasal 685 KUHD ®
e. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman Pasai 686

sampai dengan Pasal 695 KUHD.

b) Pengaturan diluar KUHD
I. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992'"^

nEmmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Perlanggungan dan Perkembangan (Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 1980) him 4, (dalam Buku Sri Rejeki Hartono. opxH^m 84)

Abdul Kadir Muhammad,7fHA:«ff? Asuransi Indonesia.?! Citra Aditva
Bakti,Bandung,2006,hlm 18.

'"Ibid,\i\m 19.
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Pengaturan usaha perasuransian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1992 terdiri dan 13 Bab dan 28 pasal dengan rincian substansi sebagai berikut;

a.

b.

c.

d.

f.

g-

h.

i.

Bidang usaha perasuransian meliputi kegiatan :
1) Usaha asuransi, dan
2) Usaha penunjang asuransi.
Jenis usaha perasuransian meliputi ;
1) Usaha asuransi terdiri dari : asuransi kerugian, asuransi jiwa dan

reasuransi.

2) Usaha fjenunjang asuransi terdiri dari : pialang asuransi, pialang
reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan akluaria, dan agen
asuransi.

Perusahaan perasuransian meliputi;
1) Perusahaan asuransi kerugian.
2) Perusahaan asuransi jiwa.
3) Perusahaan reasuransi.
4) Perusahaan pialang asuransi.
5) Perusahaan pialang reasuransi,
6) Perusahaan penilai kerugian asuransi.
7) Perusahaan konsultan aktuaria.
8) Perusahaan agen asuransi.
Bentuk hukum usaha perasuransian terdiri dari :
1) Perusahaan perseroan (persero)
2) Koperasi
3) Perseroan terbatas
4) Usaha bersama
Kepemilikan perusahaan perasuransian oleh :
1) Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia
2) Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia bersama

dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing
Perizinan usaha perasuransian oleh Mentri Keuangan
Pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian oleh Mentri
Keuangan mengenai ;
1) Kesehatan keuangan Perusahaan Asurasi Kerugian. Perusahaan

Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi
2) Penyelanggaraan perusahaan perasuransian oleh mentri Keuangan.

Kepailitan dan likuidasi perusahaan perasuransian
Ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrastif meliputi;
1) Sanksi pidana karena kejahatan; menjalankan usaha perasuransian

lanpa izm, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan kekaayaan
perusahaan asuransi dan reasuransi, menerima/menadah/membeli
kekayaan perusahaan asuransi hasil penggelapan, pemaisuan dokumen
perusahaan asuransi, reasuransi,

2) Sanksi administratif berupa: ganti kerugian, denda administratif,
peringatan, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha
perusahaan.
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2. Pengaturan dalam Undang-Undang Asuransi Sosial

Peraturan penindang-undangan yang mengatur asuransi sosial adalah :

a) Asu^si Sosial Kecelakaan Pcnunipang (Jasa Raharja)
Dana Pertanggungan

Perafnr ? ̂ pelaksananya adalahPeraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 1965

"='■'^"8 Dana KecelakaanLalu Lintas Jalan. Peraturan pelaksananya adalah Peraturan
Pemenntah Nomor 18 Tahun 1965. peraturanb) Asuransi Sosial Tenaga Keija (Astek)

"  Tenaga
IZTr."" Nomor 18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaman
Nror33farn ,97Tr

sSeTa^ Re^b^'iLIfe™ |as'aLwT®
'  .en,ang Asuransi Sosia,c) Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (ASKES)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan

~

3. Tujuan Asuransi

Asuransi memiliki beberapa tujuan, diantaranya :
1) Teori Pengalihan Resiko'^

Menurut teori pengalihan risiko (mi transfer theory), tertanggung
menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya
atau terhadap jiwanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban
nsiko tersebut, pibak tertanggung berupaya mencarl jalan kalau ada pihak
Iain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia
sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis

lbid.\\\m 21
^^Ibid. him 12
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Perusahaan Asuransi seJalu siap menerima tawaran dari pihak tertangung

untuk mengambil alih risiko dengan imbalan p>embayaran premi,

2) Pembayaran Ganti Kerugian''

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka

tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung.

Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-

sungguh teijadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung

mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang

mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh

terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi

kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan

ganti kerugian seimbang dengan Jumlah asuransinya.

3) Pembayaran Santunan'"

Undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib {compulsory

insurance), artinya tertanggung terikat dengan penanggung dengan

perintah undang-undang, bukan karena peijanjian. Asuransi jenis ini

disebut asuransi sosial {social security insurance). Asuransi sosial

bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang

mengakibatkan kematian alau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah

konstribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh

perlindungan dari ancaman bahaya.

4) Kesejahteraan Anggota'J9

^^Ibid, him 13
'VA/4 him 14
^^Ibid, him 15
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Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perlcumpulan dan

membayar konstribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpuian itu

berkedudukan sebagai tertanggung. Jika teijadi peristiwa yang

mengakibatkan kemgian atau kematian anggota (tertanggung),

perkumpuian akan membayar sejumlah uang kepada anggota

(tertanggung) yang bersangkutan.

4. Poll's dan Premi Asuransi

a. Polis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, peijanjtan asuransi harus dibuat

secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau

bentuk peijanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampirannya yang

merupakan salu kesatuan dengannya, lidak boleh mengandung kata, kata-kata

atau kaliraat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko

yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung,

atau mempersulit tertanggung mengurus haknya^®. Dapat disimpulkan bahwa

polis berfungsi menjadi alat bukti telah teijadinya peijanjian asuransi antaia

penanggung dan tertanggung.

Aturan umum mengenai polis itu ditetapkan di dalam Pasal 256 KUHD

memuat 8 syarat dengan pengecualian terhadap asuransi jiwa^':

a) Hari dimana pertanggungan dibuat
b) Nama dan orang yang mengadakan pertanggungan, untuk sendiri atau

orang ketiga
c) Suatu perumusan yang cukup jelas mengenai benda yang

dipertanggungkan

^°Ibid, him 59.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Op.Cit, him 29.
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d) Jumlah untuk mana dipertanggungkan
e) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
0 Waktu, dimana bahaya mulai beijalan dan berakhir untuk tanggungan

peanganggung

g) Premi
h) Pada umumnya mengenai keadaan yang dengan mengetahuinya dapat

merupakan kepentingan sungguh bagi penanggung, dan semua klausula-
klausula yang diadakan antara pihak-pihak

Pada polis dilarang mencantumkan ketentuan yang dapat ditalsirkan. seperti:

a) Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum, sehingga tertanggung

harus menerima penoiakan pembayaran kiaim.

b) Sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam Hal teqadi

perselisihan mengenai poiis.

Dalam praktek asuransi kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 34

tahun 1964, dikenal pufa polis, akan tetapi tidak sama dengan polis asuransi

pada umumnya. Dalam polis kecelakaan diri ini tidak memuat hal-hal diatas.

Polis asuransi kecelakaan diri tidak tercantum nama-nama tertanggung, akan

tetapi berisi ketentuan umum, sedangkan mengenai besamya premi, jumlah

santunan serta ruang lingkup asuransi yang diperjanjikan dicantumkan dalam

UU Nomor 34 Tahun 1964. Pada Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965

tentang Ketentuan pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas,

b. Premi

Dalam Pasal 246 KUHD ferdapat rumusan "Dengan mana penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi". Berdasarkan

rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur

panting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib

dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hukum asuransi.
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penanggimg menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung

menerima sejumlah premi sebagai imbalan. Apabila premi tidak dibayar,

asuransi dapat dibatalkan atau setidak-tidaknya asuransi tidak beijalan. Premi

harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggung iah pihak

yang berkepentingan"'".

Knteria premi asuransi sebagai berikut:

a) Dalam bentuk sejumlah uang

b) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung

c) Sebagai imbalan pengalihan risiko

d) Dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan

Penyerahan premi dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dilaksanakan

pada waktu pemilik kendaraan melakukan perpanjangan atas Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) bermolor dan atau dalam pembayaran pajak

kendaraan bennotor. Yang dimaksud dengan premi asuransi kecelakaan lalu

lintas jalan dikenal dengan sumbangan wajib yaitu sumbangan tahun yang

wajib dibayar yang wajib dibayar oleh pengusaha atau pemilik alat angkutan

lalu lintas jalan untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan

wajib tersebut ditentukan oieh Mentri menurut suatu tarif yang bersifat

progresif (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (I) dan (2) UU Nomor 34 Tahun 1964).

5. Peijanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam

KUHD. Sebagai peijanjian, maka ketentuan syarat-syarat sahnya peijanjian

dalam KUHPerdata juga berlaku dalam perjanjian asuransi. Syarat-syarat
22•Abdul Kadir Muhammad, Op.Of, him 103
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sahnya peijanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan

para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Selain

itu juga ada penambahan syarat peijanjian asuransi yang diatur dalam KUHD.

Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur

dalam Pasal 251 KUHD^^

Dengan demikian mengenai peijanjian asuransi ketentuan-ketentuan yang

berlaku adalah sama dengan perikatan dan peganjian yang ada dalam buku ke-

III KUHPerdata selama ketentuan-ketentuan KUHD tidak mengatur atau

sebaliknya.

6. Syarat Sahnya Peijanjian Asuransi

Syarat sahnya peijanjian asuransi sama dengan syarat peijanjian pada

umumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

2) Kecakapan untuk membuat suatu peijanjian

3) Suatu hal tertentu

4) Suatu sebab yang halal

Syarat syah perjanjian asuransi menurut Abdul Kadir Muhammad,

terdapat 4 syarat yaitu:

1) Kesepakatan ( Consensus)

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secaia bebas,

artinya tidak berada dibawah pengaruh , tekanan, atau paksaan pihak

tertentu^"*.

2) Kewenangan {Authority)

23
Ibid, hlin 49
'ibid, him 5(J
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Kewenangan pihak penanggung dan tertanggug untuk mengadakan

peijanjian asuransi,

3) Oh]Qki:enQXii\i{FixedObjecl)

Objek tertentu dalam peijanjian asuransi adalah objek yang

diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang

melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga raanusia^^.

4) Kausa yang Halal {Legal Cause)

Isi dari peijanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak boleh

bertentangan dengan kesusilaan.

Sebagai salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang, maka terdapat syarat tambahan sebagaimana dalam

Pasal 251 KUHD yaitu tenlang Peraberitahuan {Notification) mengenai jenis,

identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung

kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Berdasarkan

pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan

menerima pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak.

7. Prinsip Peijanjian Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan berbagai

prinsip. Prinsip - prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut

antara lain:

I) Asas Imdenitas^^

Asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam peijanjian asuransi,
karena merupakan suatu asas yang mendasari mekanisme kerja dan

25
Ibid, him 51
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memberi arah tujuan dari peijanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk
asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan
spesifik iaiah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak
tertanggung oleh pihak penanggung. Penggantian kerugian tidak boleh
menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih
diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jika terbatas sampai
pada posisi keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikannya
pada posisi semula.

Yang ingin dicapai dari asas indemnitas adalah keseimbangan antara

risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita

oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara

wajar tidak diharapkan teijadinya.

2) Asas Kepentingan yang dapat Diasuransikan

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan

bahwa Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk

diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu

pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang

dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan

memberikan ganti rugi". Apabila disimpulkan, maka ketentuan di atas

mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi

dengan akibat batalnya peijanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi.

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus

mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah

bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rapa

dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang

bersangkutan menjadi menderita kerugian^'.

3) Asas kejujuran yang sempuma

27
Ibid, him 100
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Dalam suatu pcijanjian, rasa saling percaya antar para pihak amat

penting. Tidak terkecuaii pada peijanjian asuransi. Rasa percaya didasari

oleh adanya kejujuran yang sempuma antar kedua belah pihak. Dimana

para pihak saling mempercayai bahwa masing-masing pihak akan dapat

memenuhi prestasinya.

4) Asas Subrogasi

Di dalam KUHD asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 284 :

seorang penanggung yang telah membayar kerxigian suatu barang yang
dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang
diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan
menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertangeung
jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penang^ng
terhadap orang-orang ketiga ini"

Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak

ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari

pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak

ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian

kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan

sampai teijadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat

ganda, yang bertenfangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya

diri tanpa hak^®.

8, Berakhimya Peijanjian Asuransi

Dalam peijanjian asuransi, terdapat beberapa hal yang dapat mengakhiri

peijanjian asuransi, yaitu:

1) Berakhimya jangka waktu

28 Abdulkadir Muhammad, op.di, him 130
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Biasanya dalam polis ditentukan jangka waktu tertentu, jika sampai jangka

waktu yang telah ditentukan evenement tidak teijadi, maka beban risiko

penanggung berakhir.

2) Terjadinya evenement

Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjiakan, teg'adi risiko yang

dibebankan maka akan diteliti terlebih dahulu apakah benar tertanggung

mempunyai kepentingan atas kerugian terhadap benda tersebut. Jika benar,

maka akan dilanjutkan dengan pembayaran klaim yang telah ditentukan.

3) Asuransi gugur

Biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan

diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi

gugur. Tidak jadi diangkut dapat teijadi karena kapal tidak jadi berangkat

atau bam akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Disini

penanggung belum menjalani bahaya sama sekali (Pasal 635 KUHD)^®.

4) Asuransi dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila dibatalkan sebelum jangka waktu

berakhir. Pembatalan tersebut dapat teijadi apabila tertanggung tidak

membayar premi sesuai dengan peijanjian atau karena permohonan

tertanggung sendiri.

B. Tinjauan Khusus Asuransi Sosial

I. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Sosial

Asuransi soaial biasanya identik dengan asuransi wajib. Dikatakan wajib,

oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam

29
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mengadakan pertanggungan itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah

pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah^''.

Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggungan ini adalah

sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu

biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah,

dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial atau

social security bagi masyarkat"".

Pertanggungan wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

1964 dan Undang-Qndang Nomor 34 Tahun 1964 sebenamya tidak dapat kita

katakan atau golongkan kedalam suatu pertanggungan kerugian yang mumi

walaupun didalam undang-undangnya itu sendiri terkandung perkataan

"penggantian kerugian" sebagai yang kita lihat dalam pasal-pasal 10, pasal 11,

pasal 12, pasal 15, pasal 16 dan beberapa pasal lainnya lagi dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor

34 Tahun 1964".

2. Jenis-Jenis Asuransi Sosial

Asuransi wajib yang di laksanakan oleh pemerintah terbagi dalam beberapa

jenis, diantaranya:

1) Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

a) Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

30 •Emmy Pangaribuan, Pertanggungan Wajib/Sosial UU No. 33 dan 3-f Tahun 1964.
Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, him 6 '

^^Ibid, him 6
"/A/rf, him 7
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Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) diatur dalam

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan

Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 137 Tahun

1964 yang mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-Undang ini

dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang

mulai berlaku 10 April 1965. Undang-Undang ini beserta peraturan

pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial

Kecelakaan Penumpang (Askep)".

b) Pihak-Pihak dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

Di dalam Pasal 2 undang-undang ditetapkan bahwa:

" hubungan hukum pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana. "

Dalam bunyi pasal ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam

hubungan hukum pertanggungan itu terdapat pihak penanggung yang

istilahnya disebut penguasa dana dan pihak tertanggung yang disebut

pembayar iuran. Hal ini dapat dimengerti sebab dalam pertanggungan

wajib ini teijadi pengumpulan iuran wajib dibayar oleh setiap peserta

pertanggungan sehingga peserta sebagai tertanggung disebut pembayar

iuran".

c) Premi dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

Pembayaran iuran sebagai tertanggung diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang menentukan bahwa setiap

penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api,

" Abdulkadir Muhammad, op.cit, him 205
^^Op.cit, him 11
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pesawat terbang perusahaan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan

atau pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha atau

pemilik perusahaan yang bersangkulan untuk menutup akibat keuangan

yang disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan^^ Jumlah

iuran wajib yang dimaksud ditentukan oleh Mentri Keuangan menurut

suatu tanf yang bersifat progresif.

2) Asuransi Sosial Kecelakaan Lain Lintas

a) Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964, muiai berlaku 31

Desember 1964. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan

Pemenntah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku tanggal 10 April
1965.

b) Pihak-pihak dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tidak terdapat

suatu pasal yang menyinggung hubungan hukum pertanggungan lalu

lintas jalan itu sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 1964 untuk Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang. Akan tetapi dapat kita simpulkan dari beberapa pasal

dalam undang-undang itu, mengenai siapakah pihak-pihak yang

dimaksud dalam pertanggungan antara lain di dala Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ditetapkan pengusaha atau

Abdulkadir IVIuhammad. op.cit, him 207
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pemilik angkutan, harus membayar sumbangan wajib setiap tahun

kepada Dana yang dimaksud dalam Pasal 1.

Maka dalam pasal diatas dapat kita lihat siapakah pihak yang

mempunyai kewajiban membayar sumbangan wajib yang

kedudukannya sebagai premi di dalam pertanggungan wajib tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964

ditentukan untuk melaksanakan pembayaran ganti nigi kepada korban

menurut ketentuan tersebut di dalam ayat (1) pasal ini, Mentri dapat

menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu. Maka yang

dimaksud pihak penanggung adalah pemerintah^®.

c) Premi Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan ketika mengurus Surat

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Menurut ketentuan Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, lidak ada Surat Nomor

Kendaraan Bermotor, dan atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh

diberikan atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa

berlakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang

berwenang, sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran

sumbangan wajib untuk tahun yang beijalan".

3) Asuransi Sosial Tenaga Keija

a) Pengaturan Asuransi Sosial Tenaga Keija

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) diatur dalam UU Nomor 3 Tahun

1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Nomor

36Emmy Pangaribuan, op.cil, him 25
■ Abduikadir Muhammad, op.cil, him 217
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14 Tahun 1992 yang mulai berlaku tanggal 17 Febraari 1992. Undang-

Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja mulai berlaku tanggal 27 Februari 1993^®.

b) Pihak-pihak dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 3 Tahun 1992, pengusaha dan

tenaga keija wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga

keija. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang menjadi peserta ada 2

golongan, yaitu pengusaha dan tenaga keija. Termasuk golongan

pengusaha adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia.

Termasuk golongan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan perkeijaan, baik di dalam maupun diluar hubungan keija

guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan

masyarakat^''.

c) Premi dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Menurut ketentaun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992,

iuran jaminan kecelakaan keija, iuran jaminan kematian dan iuran

jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha. Akan

tetapi, iuran jaminan hari tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga

keija. Maka dapat dipahami bahwa premi dalam Asuransi Sosial

38%id. him 223,
'ibid, him 224.
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Tenaga Kerja adalah setiap iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang

disetorkan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara''°,

3. Sumber Dana Asuransi Sosial

Dana untuk jaminan sosial dihimpun dari masyarakat dengan menerapkan

sistem gotong-royong yang merupakan unsur pokok dari falsafah hidup dan

kepribadian bangsa Indonesia"'. Berdasarkan Pasal 1 hurufc Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang yang dimaksud dengan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang adalah dana yang dihimpun dari iuran-iuran, terkecuaii jumlah

yang akan ditetapkan oleh Mentri untuk pembayaran ganti rugi akibat

kecelakaan penumpang. Iuran yang dimaksud adalah iuran wajib sebagaimana

yang dijelaskan dalam Peratura Pemerintah Nomor 17 tahun 1965 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Penumpang dalam Pasal 1 huruf d, iuran wajib adalah iuran yang wajib

dibayar penumpang umum menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

1965 dan Peraturan Pemerintah Nomorl? Tahun 1965, ditetapkan bahwa

setiap penumpang"^:

a. Kereta api;

b. Kapal laut milik pelayaran nasional;

c. Kapal sungai/klotok/danau dan kapal penyebrangan;

d. Kapal terbang milik perusahaan penerbangan nasional;

"^Ibid, him 228.

AstiransiAnghuanLaut, RanekaCipta, Jakarta-1998 him 331
^Ibid, him 332.
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e. Kendaraan bermotor uraum dengan trayek ke luar kota (bis, colt,

suburban, dan sebagainya).

Bagi penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota seperti bis kota, taksi

dalam kota, oplet/mikrolet dan lain-lainnya, demikian juga penumpang kereta

api dalam jarak radius 50km dari pusat kota dibebaskan membayar iuran

\vajib, tetapi tetap mempunyai hak atas santunan asuransi bila menjadi korban

kecelakaan dari alat pengangkutan umum yang ditumpanginya. Untuk

memungut iuran wajib dari penumpang untuk setiap kali perjalanan

ditugaskan kepada pengelola alat pengangkutan umum yang bersangkutan dan

biasaya disatukan dengan sewa pengangkutan (harga tiket), kemudian iuran

yang dipungut itu disetorkan oleh pengankut kepada PT. Jasa Rahaija'^^

Dengan membayar iuran wajib, maka timbul hak penumpang yang

bersangkutan untuk memperoleh santunan asuransi bilamana dia menjadi

korban sebagai akibat dari kendaraan bermotor umum dan/atau alat angkutan

penumpang umum yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dalam

peijalanan'*'*.

Untuk memungut iuran wajib dari para penumpang untuk setiap kali

perjalanan ditugaskan kepada pengelola jasa angkutan umum yang

bersangkutan yang biasanya disatukan dengan sewa pengangkutan (harga

tiket), kemudian iuran wajib yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut

kepad PT. Jasa Rahaija. Supaya penumpang mengetahui bahwa di dalam

harga sewa penumpang telah masuk iuran wajib, maka pada halaman depan

tiket itu dicantumkankan (dicap) perkataan "Termasuk iuran wajib Jasa

hltn333,

"Ibid, him 333.
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Raharja , atau cara lain untuk menunjukkan bahwa penumpang yang

bersangkutan telah membayar iuran wajib unluk satu kali peijalanan"*^

Dalam Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan

Peraaturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1964, ditetapkan bahwa:

"setiap pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk

membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas untuk setiap

tahun".

Menurut Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964

Sumbangan Wajib adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar menurut

atau berdasarkan undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Dana yang terhimpun dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan (SWDKLLJ) digunakan untuk pemberian santunan asuransi bagi

korban-korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu korban uang berada diluar

kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan. Korban yang dimaksud

disini adalah manusia yang menjadi korban seperti pejalan kaki, penyeberang

jalan, pengendara kendaraan lainnya yang diluar kesalahannya atau

kekuasaannya ditabrak atau dilanggar oleh kendaraan bermotor penyebab

kecelakaan itu"*®.

Untuk memungut sumbangan wajb dari para pengusaha dan pemilik

kendaraan bermotor, ditempuh pola pemungutannya dengan mengaitkannya

dengan pendaftaran ulang kendaraan bermotor tersebut setiap tahun. Dalam

pelaksanaan pola pemungutan itu, dilakukan dengan Sistem Administrasi

'Ibid.

'Ibid, him 334.
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Manunggal dibawah Satu Atap atau disingkat SAMSAT, dan instasi-instasi

yang berkepentingan dalam SAMSAT terdiri dari :

1) Polisi Lalu Lintas (Polantas)

2) Pemerintah Daerah cq Dinas Pendapatan Daerah

3) PT. Jasa Rahaija

Dengan sistem SAMSAT ini, maka para pengusaha dan pemilik

kendaraan bermotor dapat sekaligus dibawah satu atap menyelesaikan

pendaftaran (ulang) kendaraan bermotomya, membayar pajak kendaraan, dan

sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas"*'.

47
Ibid, him 335.
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BABm

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Asuransi

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau

perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab

juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung

jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan

hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan

gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.Tanggung jawab

disebabkan oleh adanya kewajiban untuk memenuhi sesuatu, maksud dari

tanggung jawab disini adalah PT.Jasa Rahaija (Persero) sebagai suatu perusahaan

BUMN yang bergerak pada bidang asuransi khususnya asuransi sosial memilild

kewajiban atau tanggung jawab untuk dapat memenuhi dan melakukan tugasnya

sebagai asuransi sosial seperti amanat dari undang-undang yang menjadi payung

hukum beqalannya PT.Jasa Rahaija (Persero) yaitu UU Nomor 33 Tahun 1964

dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Prinsip-Prinsip tanggung jawab ada beberapa

macam, yaitu:

I. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on

fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip

ini menyatakan seseorang bam dapat dimintakan pertanggungjawaban secara

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal fentang perbuatan
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melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu; adanya

perbuatan; adanya unsur kesalahan; adanya kerugian yang diderita; adanya

hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga

kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat"®.

2. Praduga Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab

(presumption ofliability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak

bersalah.

3. Prinsip Selalu Tidak Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk

tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen

yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum

pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan,

yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung

jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat

dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan

kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

]

hltp://somi\-lobelo.bloespol.com/20I0/!2/teori-nerlans2Uii^iawaban.htnil diakses
pada tanggal 16 Maret 2014 Pukul 15:02 WIB,
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Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability,

dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung

jawab, kecuali apabiia kerugian yang timbul karena kesalahan pjhak yang

dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

prinsip tanggung jawab hukum dengan pembatasan, sangat disenangi oleh

pelaku usaha, karena dapat membatasi tanggung jawab pelaku usaha dengan cara

mencantumkannya dalam peijanjian standar yang dibuatnya sebagai klausul

eksenorasi.

Dalam hal mi. Ft. Jasa Rahaija sebagai pelaksana asuransi sosial kecelakaan

penumpang dan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan bertanggung jawab

secara absolut atau mutlak atas kerugian yang dialami oleh tertanggung, hal ini

didasan oleh undang-undang yang menjadi payung hukum pelaksanaan kedua

asuransi ini. Apabiia masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya

maupun di udara, maka PT. Jasa Rahaija bekewajiban membayarkan santunan

kepada tertanggung yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965, yang

menjadi ruang lingkup asuransi sosial yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Rahaija

adalah''^;

1. Korban yang berhak atas santunan yaitu;

November 2013, Pukul 13:10 WIB. /
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Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami

kecelakaan lalu lintas dan jalan raya, yang diakibatkan oleh penggunaan alat

angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam

angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di

lempat tujuan.

2. Jaminan Ganda

Kendaraan bermotor Umum (bis) berada dalam kapal ferry, apabila kapal

ferry di maksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi

korban diberikan jaminan ganda.

3. Korban yang mayatnya tidak ditemukan

Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak diketemukan dan

atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.

Berhubungan dengan ruang lingkup dari asuransi sosial, yang berhak

mendapatkan santunan PT.Jasa Raharja terdapat dalam UU Nomor 34 Tahun

1964 jo PP Nomor 18 Tahun 1965, yaitu:

a. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang

memmbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari

penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh: pejalan kaki

yang ditabrak kendaraan bermotor.

b. Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor

a) Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan

bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab

terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang
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kendaraan tersebut tidak teijamin dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 jo

PPNomor 18 Tahun 1965.

b) Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum

d:ketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan

dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai

penyebab teijadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan

ketentuan UU Nomor 34 Tahun 1964 jo PP Nomor 18 Tahun 1965

santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu

Putusan Hakum atau Putusan Pengadilan.

c. Kasus tabrak lari terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran

kasus kejadiannya.

d. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api

Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan

sengaja menerobos paiang pintu kereta api yang sedang difungsikan

sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila tertabiak kereta api

maka korban tidak teqamin oleh UU Nomor 34 Tahun 1964.

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia

diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu:

1. Janda atau dudanya yang sah;

2. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang

sah;

3. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah,

kepada orang tuanya yang sah;
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4. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang

menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya

penguburan"".

Risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab dari PT. Jasa Rahaija yang

berkaitan dengan pemenenuhan kewajiban PT. Jasa Raharja adalah keadaan-

keadaan yang dialami tertanggung yang berhak untuk mendapatkan santunan

sesuai dengan yang tertera diatas dimana apabila para teitangung mengalami luka-

luka yang memerlukan perawatan, cacat tetap serta meninggal dunia baik

dikarenakan kecelakaan lalu iintas jalan raya maupun lalu lintas udara. Maka

sebagai asuransi sosial dan menjalankan salah satu fungsi asuransi yaitu

pembayaran santunan, maka dapat kila ketahui bentuk tanggung jawab hukum

dari PT. Jasa Raharja (Persero) adalah memberikan santunan atau dalam kata lain

pemberian premi dimana jumlah santunan disesuaikan dengan kondisi

tertanggung itu sendiri.

Premi adalah suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak

penganggung, dalam hal penanggung menerima pengalihan risiko dari

tertanggung dan tertanggung wajib membayar sejumlah premi sebagai imbalan

dari peralihan risiko tersebut. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat

dibatalkan atau setidak-tidaknya asuransi tidak beijalan. Premi hams dibayar lebih

dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan^'.

Dalam Hukum Pertangungan Kemgian, dalam hal ini diatur dalam Pasal 246

KUHD, sifatnya pembayaran premi adalah sukarela (dalam pengertian bahwa

tertanggung tidak dipaksa oleh penanggung membayar premi itu sebab

'Ibid

Abdulkadir Muhammad. Up.Cit, htm 1U3.
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tertanggung telah menyetujuinya di dalam peijanjian pertangungan yang diadakan

antara mereka), maka menunit UU nomor 33 Tahun 1964 jo PP Noraor 17 Tahun

1965 sifat pembayaran premi itu adalah wajib'^

Pembayaran premi yang dilakukan pada setiap Pemsahaan Asuransi pada

umumnya diberikan dengan tujuan alas suatu pengalihan risiko yang ditanggung

oleh tertanggung. Premi tersebut diberikan oleh tertanggung untuk dialihkan

kepada penanggung atas pengalihan risiko yakni untuk menggantikan kerugian

yang akan dialaminya apabila telah teijadi suatu keadaan yang tidak tentu kapan

datangnya. Di dalam asuransi orang yang menerima danti kerugian itu haruslah

seorang yang berkepentingan. Orang yang berkepentingan itu lazimnya dipandang

sebagai tertanggung sebagai pihak yang membayarkan premi kepada penanggung.

Hal terakhir ini di dalam hukum pertanggungan kerugian dikenal pada jenis

Pertanggungan untuk Pihak Ketiga" seperti dimungkinkan oleh Pasal 246

KUHD^^

Hal tersebut dijalankan pada asuransi sosial di PT. Jasa Rahaija, premi yang

dibayarkan oleh pembayar premi atau masayarakat pada umumnya bukan dengan

tujuan untuk pengalihan risiko yang akan dideritanya akibat suatu keadaan yang

tidak pasti {evenement\ melainkan ditujukan untuk para korban kecelakaan diri

yang teijadi pada suatu kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan diri si

pembayar premi yang merupakan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Begitu

juga hal yang akan dirasakan oleh si pembayar premi dalam hal dirinya yang

menjadi korban kecelakaan diri pada suatu kecelakaan lalu lintas jalan yang

disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut sudah pasti juga ikut

v \r,u Simanjuntak, Pertanggungan Wajib/Sosiai, Seksi Hukum DagangFakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 1980, him 15.
"'ibid, hlmai.
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membayarkan premi baik berupa iuran wajib maupun sumbangan \vajib karena

asuransi sosial di Jasa Raharja merupakan asuransi sosial yang diberikan

pemerintah kepada ral^at. Premi yang dibayarkan Itu menjadi pembayaran ganti

kerugian kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas jalan tersebut.

Sistem pembayaran premi dalam asuransi sosial yang dijalankan oleh FT. Jasa

Rahaija dikenal dalam dua bentuk, yaitu iuran wajib dan sumbangan wajib. Iuran

Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti

kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo

pasal 2 (1) PP No. 17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor

umum di dalam kola dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan

dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan

kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo

pasal 2 (1)PP No. 18/1965).

Teknis pengumpulan premi untuk iuran wajib, setiap pemnumpang yang akan

menggunakan alat transportasi umum, membayarkan iuran wajib yang disatukan

dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif

pengangkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator

(pengelola) alat transportasi tersebut. Pada sumbangan wajib teknis pengumpulan

dilakukan secara periodic di Kantor SAMSAT pada saat pendaftaran atau

perpanjangan SINK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)^\

Untuk perlindungan kepada selain penumpang umum yang mengalami

kecelakaan, pemerintah melakukan pungutan melalui sumbangan wajib dana

kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam UU Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana

34r diperoleh dokumen mengenai teknis pengumpulan premi yang diambil dari
r J, Jasa Kaharja (Fersero) Cabang Sumatera Barat.
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Kecelakaan lalu Linfas Jalan. Besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lain

Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah sebagai berikut sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari

2008, ditetapkan sebagai berikut^^:

a. Sepeda motor dibawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil

pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayae SWKDLLJ.

b. Traktor, bulldozer, fbrklift, mobil drek, excavator, crane dan sejenisnya

sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50 cc sampai 250 cc dan

kendaraan bemotor roda tiga sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah).

d. Sepeda motor diatas 250 cc sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

e. Pick up, mobil barang sampai 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang

bukan angkutan umum sebesar Rp. 140.000.00 (seratus empat puluh ribu

rupiah).

f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp. 70.000

(tujuh puluh ribu rupiah).

g. Bus dan mikro bus bukan nagkutan umum sebesar Rp. 150.000 (seratus lima

puluh ribu rupiah).

h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum

lainnya diatas 1600 cc sebesar Rp. 87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).

1. Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2400 cc, truk

container dan sejenisnya sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu

rupiah).

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentana Besar
bantunan dan Sumbangan Wajib Uana Kecelakaan l^Iu Lintas Jalan
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Tarif SWDKLLT diatas untuk setiap kendaraan, berdasarkan Pasal 5 Peraturan

Mentri Keuangan Nomor 36/PMK.01/2008 dikenakan biaya penggantian

pembuatan Kartu Dana atau sertifikat sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Pelunasan SWDKLU paling lambat pada tanggal jatuh tempo pengesahan ulang

setiap tahun atau pendaftaran atau perpanjangan ulang Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor. Untuk dana iuran wajib yang dikutip oleh pengusaha dari

perusahaan-perusahaan transportasi sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (I) huruf a

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964tentang Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang " Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor

umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, dan kapal

perusahaan perkapalan/peiayaran nasional, wajib membayar iuran melalui

pengusaha atau pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan

disebabkan kecelakaan penumpang dalam peijalanan" paling lambat untuk setiap

bulan disetorkan pada tanggal 27 kepada Dana Pertanggungan melalui Bank atau

Badan Asuransi yang ditunjuk oleh Mentri (Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 1964).

Bila perusahaan tersebut melakukan inkaso atau melakukan kelalaian

menjalankan kewajibannya tidak memungut iuran kepada penumpang dan/atau

tidak menyetorkan hasil pendapatannya pada waktu yang telah ditentukan maka

akan dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta

Rupiah). Dalam hal sumbangan wajib paling lambat pada akhir setiap bulan juni,

pemilik/pengusaha alat angkutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (I) UU

Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

"Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi

Sumbangan Wajib setiap tahun kepada Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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1  , harus sudah membayar sumbangan wajibnya mengenai tahun yang sedang

beijalan dengan cara yang ditentukan menteri. Berdasarkan pasal 3 Undang-

Undang No.34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 1964 dikatakan apabila pemilik atau

pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan yang melalaikan kewajibannya

membayar sumbangan wajib dihukum dengan hulcuman denda setingi-tingginya

Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah).

Untuk mencegah penyalahgunaan dari orang-orang tertentu dan

menghilangkan keraguan-keraguan yang dapat timbul pada pihak penanggung,

maka pemerintah telah menetapkan beberapa hal yang tidak ditanggung oleh

penanggung yang berhubungan dengan sifat-sifat yang terdapat pada diri

penumpang sendiri. Hak-hak atau sifat tersebut diatur di dalam Pasal 13 PP

Nomor 17 Tahun 1965 yang pada pokoknya menentukan^°:

a) Jika korban atau ahli warisnya telah mendapatkan jaminan dari salah satu UU
Nomor 33 Tahun 1964 atau UU Nomor 34 Tahun 1964.

b) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau suatu kesengajaan lain pada pihak
korban atau ahli warisnya.

c) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:
1. Mabok atau tidak sadar
2. Melakukan perbuatan kejahatan.

Khususnya mengenai hal b, apabila seorang penumpang yang sah dari
suatu kapalterbang sedang membajak penumpan-penumpang lainnya di
tengah-tengah perjalanan, tetapi temyata karena cuaca buruk kapal terbang
itu mendapat kecelakan yang menyebabkan pembajak tersebut turut
menderita luka-Iuka dan menjadi cacat tetap.Sudah barang tentu pembajak
tersebut tidak wajar kalau diberi ganti rugi.

3. Ataupun diakibatkan oleh atau teijadi karena korban mempunyai cacat
badan atau keadaan badaniah/rokhaniah luar biasa lain.

Kecelakaan yang teijadi tidak berhubungan dengan lalu lintas modem atau

tidak langsung disebabkan oleh penggunaan alat angkutan penumpang umum

■ hmmy Pangaribuan. Op.Cit, him 35.
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yang bersangkLtan dalara fungsinya sebagai demikian, tidak menjadi tanggungan
dari penangguag. Penumpang tidak berhak meauntut gaati kerugiaa PP Nomor 17

Tahun 1965 pasal 13 seadirl telah memberikan bebetapa aiisal kecelakaaa yang
tidak menjadi tanggungan penanggung, yaitu^':

1. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedans

£:;faZ " ® ecaTapanZan®
2. Kecelakaan teijadi pada waklu di dekat kendaraan bemotor penumoans

umum y^g bersangkutan temyata ada ab'bat-akibaf gempa bumi atau le£sa^

3 IZZZ'SiZdZZ'" T" '"T "^'^eologie Iain.
' Z„m7aZH langsung mempunyai
laZvf ®r keoelfkaan pe™ n'lainnya, penyerbuan musuh sekalipun di Indonesia tidak termasuk dalam

=ka. ̂br peZx zr bt;it ^p=3

tujuan fmdakan ABRl seperti tersebut diatas ''

'■ ^Skntan penmnpang umum yang
8. Kecelakaan yang teijadi sebagai akibat reaksi ami atom.

Keceiakaan-keceiakaan di atas iniiah yang dapat kita goiongfcan pada
penstiwa atau evenement-evenement yang tidak termasuk menjadi tanggungan
penganggung dt dalam Pertanggungan Wajib menurut UTJ Nomor 33 Tahun 1964.

Orang yang tadinya sebelum kecelakaan sudah cacat anggota badannya. maka
tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari FT. Jasa Raharja berdasarkan
kecelakaan bus yang ditumpanginya dimana dia ikut menderita luka pada anggota
badan yang tidak cacat dahulu. Ini dapat disimpulkan dari Pasal 10 ayat 3f PP

57fhid. him .16
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Nomor 17 Tahuti 1965, yang berbunyi^®" Untuk kehilangan suatu anggota badan

yang sudah sejak semula tidak dapat dipergunakan, tidak diberikan kenigian

pertanggungan."

Besaraya ganti kerugian atau santunan yang akan PT. Jasa Raharja berikan

kepada tertanggung yang berhak yaitu korban cacat tetap, cedera atau luka-Iuka

serta ahli waris dari korban yang meninggal dunia telah ditetapkan dalam Pasal 11

PP Nomor 17 Tahun 1965, hal ini ditetapkan oleh Mentri yakni Mentri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 dan

37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 mengenai jumlah santunan dana

(ganti nigi) adalah sebagai berikut^^:

TABELI

1  Angkutan Umum
Darat/Laut Udara

Meninggal Dunia Rp 25.000.000,- Rp 50.000.000,-

Catat Tetap
(maksimal) Rp 25.000.000,- Rp 50.000.000,-

Biaya Rawatan
(maksimal) Rp 10.000.000,- Rp 25.000.000,-

Biaya Penguburan Rp 2.000.000,- Rp 2.000.000,-

—  J^J/^ivlJv.ulwzuuo aan

Nomor 37/PMK.010/2008

Dari label diatas dapat kita Hhat besar santunan yang akan diberikan PT. Jasa

Raharja (Persero). Berdasarkan tabe! juga dapat kita lihat perbedaan terhadap

Ibid, him 42
http://wmv. lasarahana. co. id/layanaii/iumlah-saniwianA tak<!p.<! pada taneeal 8

November 2013, Pukul 10:00 V,1B.
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d) Dalam hal kapal: antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan atau

pelayaran yang bersangkufan di tempat berangkat dan saat turun di darat

pelabuhan tujuan menumt tiket yang berlaku untuk perjalanan kapal yang

bersangkutan.

Berdasarkan pasal 10 ayat 2 PP Nomor 17 Tahun 1965 yang diartikan cacat

tetap adalah bila suatu anggota badan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal

10 PP Nomor 17 Tahun 1965 yaitu hilang atau tidak dapat dipergunakan sama

sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. Dalam ayat 3 sub

a Pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 1965, ganti kerugian pertanggungan dihitung

menumt daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Dalam hal cacat tetap dari: kanan: kiri-
Kedua lengan atau kaki -100%-
Satu lengan dan satu kaki . ioo% -
Penglihatan dari kedua mata . ioo% -
Akal budi selumhnya dan tidak dapat sembuh
yang menyebabkan tidak dapat melakukan
suatu pekeijaan . ioo% .
Lengan dari sendi bahu 70% . 60%
Lengan dari atau diatas sendi siku 65% - 55%
Tangan dari atau diatas sendi
pergelangan tangan 60% - 50%
Satu kaki 5O0/, . 500/^
Penglihatan dari satu mata 30% . 30%
Ibujari tangan 25% - 20%
Telunjuk tangan I50/0 . 10%
Kelingking tangan 10% . 50/0
Jaritengahataujarimanis tangan... 10% . 50^
Tiap-tiapjari kaki 50/^ . 50/^

b. Jika korban orang kidal, maka presentase-presentase yang ditetapkan diatas
untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan
kiri, dan begitu juga sebaliknya.

c. Untuk suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar tersebut diatas,
presentasenya ditetapkan oleh Direksi Perusahaan, seimbang dengan tingkatan
cacat tetap yang tercantum dalam daftar.

d. Dalam hal cacat tetap beberapa anggota badan yang disebut diatas ini,
besamya ganti kerugian pertanggungan ditetapkan dengan menjumlahkan
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presentase-presentase dari tiap-tiap anggofa badan itu, akan tetap diganti
kerugian tersebut adalah dibatasi sampai setinggi-tingginya 100%.

e. Dalam hal cacat tetap dari semua jari-jari sesuatu tangan, pembayaran ganti
kerugian pertanggungan tidak akan diberikan lebih dari presentasi yang
ditetapkan untuk cacat tetap suatu tangan.

f. Untuk kehilangan anggota suatu badan yang sudah sejak semula tidak
dipergunakan, tidak diberikan ganti kerugian pertanggungan.

g. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menimbulkan cacat tetap
selanjutnya yang sifatnya merupakan rangkaian dan lebih luas dari cacat tetap
semula dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah teijadinya
kecelakaan, maka diberikan tambahan pembayaran ganti kerugian
pertanggungan sebesar selisih dari jumlah yang telah ditetapkan semula.

h. Dalam hal cacat tetap yang telah diakui kemudian menyebabkan kematian
dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah teijadinya
kecelakaan, maka kematianlah sebagai satu-satunya sebab pembayaran ganti
kerugian pertanggungan dan yang dibayarkan adalah setinggi-tingginya
jumlah ganti kerugian pertanggungan untuk kematian seperti dimaksudkan
dalam ayat 2 sub a pasal ini.

Dalam pengajuan santunan cacat tetap, presentase cacat tetap akan

mempengaruhi j'umlah santunan. Jumlah maksimal pemberian santunan adalah

Rp. 25.000.000,- (Dua Pulh Lima Juta Rupiah). Dalam hal ada biaya-biaya

perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat

langsung dari kecelakaan dikeluarkan dari hari pertama setelah teijadi kecelakaan,

selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter

meliputi semua biaya-biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honoiarium

dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah

sakit, photo rontgen, pembedahan, dan Iain-lain yang diperlukan menurut

pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk

membeli anggota-anggota badan buatan. seperti kald atau tangan buatan, gigi atau

mata palsu dan lain sebagainya. Dalam hal tertanggung mengalami cacat tetap,

maka besamya cacat tetap akan ditentukan oleh Direksi Perusahaan, yang

kemudian akan menunjuk dokter perusahaan untuk dapat memeriksa cacat tetap

yang diaiami oleh tertanggung.
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Dalam hal pemenuhan hak terkait pembayaran santunan, para klaimen

mengaku sudah merasa haknya terpenuhi. Pembayaran santunan sudah sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan kwitansi-kwitansi

pembayaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh korban atau keluarga.

B. Proses Pengajuan Klalm

Dalam pengajuan klaim, terdapat beberapa proses yang harus di lewati oleh

para pihak serta terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak

yang berhak mendapatkan santunan. Dalam hal ahli waris dari korban kecelakaan

yang meninggal dunia pertama-tama harus menghubungi instansi kecelakaan

tersebut misalnya: Kepolisian, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya,

Perusahaan Jawatan Kereta Api, penguasa pelabuhan yang lain yang berwenang

yang berhubungan dengan kecelakaan itu. Untuk selanjutnya mengisi blanko

Model K2 yang memuat isi-isian mengenai hal yang berhubungan dengan si

korban dan si pemohon ahli waris apabila korban meninggal dunia. Formulir

tersebut ditanda tangani oleh instasi yang berkaitan. Kemudian menghubungi

instansi atau orang yang berwenang lainnya seperti dokter yang merawat si

korban. Dari dokter atau rumah sakit dibutuhkan surat keterangan-keterangan

mengenai korban yang mati, cacat atau luka-luka®°.

Dalam hal kematian diperlukan surat keterangan ahli waris. Semua langkah

mi diperlukan guna mengajukan tuntutan kepada FT. Jasa Rahaija untuk

mendapatkan penggantian kerugian. Sah atau tidaknya tuntutan penggantian

kerugian dari si korban atau ahli waris dari korban yang meninggal dunia, harus

terbukti kepada pihak FT. Jasa Rahatja dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh

60Ibid, him 41.
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PP Komor 17 Tahun 1965 yaitu dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Dalam hal cacat

tetap atau cidera maka surat-surat yang diperlukan atau bukti yang diperlukan

adalah"':

a) Proses verbal polisi lalu linlas jalan atau lain yang berwenang tentang
kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang
bersangkutan yang mengakibatkan cacat atau cidera pada si penuntut.

b) Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap atau cidera yang telah terjadi
sebagai akibat seperti yang dimaksud pada sub 1 diatas.

c) Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap
atau cidera yang terjadi; hubungan sebab-musabab antara penumpang umum
sebagai demikian dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti
kerugian pertanggungan yang hams diberikan berdasarkan Peraturan
Peraerintah ini.

Dalam hal laporan polisi yang diperlukan untuk pengajuan santunan, maka

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalm hal pelayanan kecelakaan

lalu lintas, apabila kejadian langsung ditangani oleh pihak kepolisian" ;

a) Mendatangani TKP Laka Lantas untuk melakukan penanganan (TPTKP).
b) Menghubungi Dinas Kesehatan untuk meminta bantuan Ambulance dan

Emergency di TKP,
c) Membantu korban Laka Lantas sebelum petugas Dinas Kesehatan tiba di

TKP.

d) Mengantar korban kemmah sakit dan membuat permohonan VER.
e) Melakukan olah TKP, Mengamankan Barang Bukti Laka Lantas, Mengatur

kelancaran ams lalu lintas di TKP.
f) Menga^ Laporan Polisi raelalui input data Laka Lantas Online dan mengisi

aplikasi mmah sakit non rujukan, memberi tanda bukti laporan dan surat tanda
bukti penyitaan.

Apabila korban kejadian kecelakaan lalu lintas langsung dibawa oleh masyarakat

ke Rumah Sakit^':

a) Mendatangi Rumah Sakit tempat korban Laka Lantas diantar, untuk
melakukan penanganan seperlunya.

b) Mencari data keluarga korban, apabila tidak diketahui atau ditemui identitas
pada korban Laka Lantas.

him 43.

"^"P:^'sha'-e-PdfoiJlme.com/flc5Q2a5Q6464M40p-)dfORnf,oAf.-!'iKnDo/.-,n^jmT^,Tr„-,r,
^ATTtM/Ajydiakses pada tanggal 20 Januari 2013, Pukul 12.58 WIB
'Ibid.
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c) Membuat permohonan VER.
d) Mendatangi TKP, melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti Laka

Lantas, serta membuat Laporan Polisi melalui input data Laka Lantas online
dan aplikasi rumah sakit non rujukan.

Disamping pembuktian tentang sahnya tunlutan dari si korban atau ahli waris,

maka PP Nomor 17 Tahun 1965 masih juga ditetapkan bahwa PT. Jasa Raharja

masih dapat menolak memberikan ganti rugi apabila ia ragu-ragu akan identitas

orang yang mengaku dirinya berhak atas ganti rugi tersebut sampai dibuktikan

lebih lanjut. Setelah mengetahui kelengkapan yang harus dipenuhi untuk

mendapatkan santunan atau ganti rugi dari PT. Jasa Rahaija, maka kemudian kita

juga harus mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk dapat mengajukan

klaim, yaitu^'*:

1. Cara Memperoleh Santunan

a) Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat

b) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan :

a. Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas

Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.

b. Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.

c. KTP / Identitas korban / ahli waris korban.

d. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raha^a secara cuma-cuma.

2. Bukti Lain yang Diperlukan

a) Dalam hal korban luka-luka atau cacat tetap melampirkan kuitansi biaya

perawatan yang asli dan sah

64i

hl<p://www.Jasamharia.co.id/lavanau/Drosediir-':aniunfm(\\!i\ci^-^ pada {ancsal 7
November 2013, Pukul 14:00 WIB

56



b) Dalam hal korban meninggal dunia melampirkan Surat Kartu Keluarga

atau Surat Nikah bagi yang sudah menikah

3. Ketentuan Lain yang Perlu Diperhatikan

a) Jenis Santunan

a. Santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan (sesuai

ketentuan).

b. Santunan kematian.

c. Santunan cacat tetap.

b) Ahli wans

a. Janda atau dudanya yang sah.

b. Anak-anaknya yang sah.

c. Orang tuanya yang sah.

c) Kadaluarsa

Hak santunan menjadi gugur ata kadaluarsa jika:

a. Permintaan diajukan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan setelah

terjadi kecelakaan.

b. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak tersebut

diakui oleh pihak PT. Jasa Rahaga.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permintaan atas haknya

memperoleh santunan asuransi, maka PT. Jasa Rahaija telah menyediakan

formuhr isian yang disebut Daftar Isisan Untuk Mendapatkan Dana Santunan dan

merupakan dokumen dasar dalam penyelesaian permintaan santunan asuransi.

Dalam garis besamya, daftar isian yang dimaksud berisikan :
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1) Keterangan tentang kecelakaan yang teqadi dan korban kecelakaan yang

diakibatkan.

2) Keterangan pemeriksaan dokter atau rumah sakit tentang keadaan korban.

3) Keterangan keabsahan ahli waris bagi korban yang meninggal dunia yang

diakibatkan oleh kecelakaan yang bersangkutan.

Mengingat santunan asuransi diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU

Nomor 34 Tahun 1964 serta peraturan pelaksananya, maka daftar isian untuk

memperoleh santunan asuransi disesuaikan dengan kedua undang-undnag

tersebut, yaitu"^:

1) Daftar isian model K.1 untuk para korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu
korban kecelakaan yang berada diluar kendaraan bermotor yang menyebabkan
atau menimbulkan kecelakaan (UU Nomor 34 Tahun 1964).

2) Daftar Isian Model K.2 untuk para korban kecelakaan alat pengangkutan
penumpang umum, yaitu para penumpang alat pengangkutan umum yang
menjadi korban, baik yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang datang dari
dalam maupun dari luar alat angkutan pengangkutan umum yang
bersangkutan selama dalam peijalanan (UU Nomor 33 tahun 1964).

Formulir daftar isian tersebut dapat diperoleh dari instansi-instasi yang

berwenang dalam perlalulintasan atau pada kantor Cabang PT. Jasa Rahaija

(Persero), tanpa dipungut biaya. Daftar isian tersebut, pengisiannya dilakukan

oleh instansi-instansi yang berwenang, yaitu:

Model K.1 (UU Nomor 34 Tahun 1964)

1) Keterangan kecelakaan lalu lintas jalan diisi oleh Polisi Lalu Lintas atau Dinas
Lalu Lintas Angkutan jalan Raya atau instansi-instansi yang berwenang
lainnya.

2) Keterangan dokter diisi oleh dokter atau mantri kesehatan atau yang
berwenang laitmya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan
korban.

S5
Radiks Purba, Op.Cil, lilm 340.
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3) Keterangan ahli wans (bila korban meninggal dunia) diisi oleh Pamong Praja
(lurah, camat, dsb) di tempat korban berdomisili atau instansi yang berwenang
lainnya yang mengurus masalah perwarisan.

Model K.2 (uU Nomor 54 Tahun 1964)

1) Keterangan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum diisi oleh
Polisi J'Slu Lintas atau Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya atau
Pcrusahaan Umum Kcrta Apia tau pcnguasa pclabuhan atau yang bcptvcnang
lainnya.

2) Keterangan dokter diisi oleh dokter atau mantra kesehatan atau yang
berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan
korban.

3) Keterangan ahli waris (apabila korban meninggal dunia) diisi oleh pamong
Praja (lurah, camat, dsb) di tempat korban berdomisili adatu instansi yang
berwenang lainnya yang mengurus masalah perwarisan.

Dokumen dasar berupa daftar isian yang pengisiannya disesuaikan dengan jenis

kecelakaan yang terjadi, disertai bukti-bukti sah sebagai lampiran, baik bukti diri

korban atau ahli waris korban maupun bukti-bukti pembiayaan, diajukan ke

kantor cabang PT. Jasa Raharja yang terdekat, yang kelengakapan bagi korban

cacat tetap adalah sebagai berikut:

1) Daftar isian model K1 atau K2 yang telah diisi lengkap oleh instansi-instansi

yang berwenang sebagi dokumen dasar.

2) Keterangan dokter yang merawat korban tentang bagian tubuh korban yang

mengalami cacat tetap.

3) Bukti diri korban berupa Kartu/Keterangan Tanda Penduduk dan/atau

keterangan dari instansi pemerintah lainnya yang sah, yang menyatakan

kebenaran bukti diri korban.
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Setelah berkas pengajuan permintaan santunan asuransi diterma oleh PT. Jasa

Rahaija, maka pejabat PT. Jasa Raharja®®:

1) Memeriksa kelengkapan berkas itu apakah sudah lengkap aiau belum, jika

belum lengkap, maka korban atau ahli wans diminta untuk melengkapinya;

2) Kemudian meneliti berkas itu untuk menetapkan terjamin tidaknya korban

kecelakaan tersebut oleh undang-undang No. 33 Tahun 1964 atau UU Nomor

34 tahun 1964 dan peraturan pelaksananya;

a. Bila teijamin, akan diberitahukan secara tertulis supaya korban atau ahli

waris melakukan penagihan kepada PT. Jasa Rahaija dalam waktu 3 bulan.

b. Bila tidak teqamin, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada korban

atau ahli waris korban.

Setelah mengetahui ha! apa saja yang harus dilengkapi untuk dapat mengajukan

santunan kepada PT. Jasa Raharja, maka proses yang harus dijalani adalah :

1) Saat atau setelah teqadi kecelakaan, melaporkan kepada pihak kepolisian akan

adanya kecelakaan untuk dapat mengurus Laporan Polisi tentang kecelakaan yang

teijadi.

2) Apabila korban dibawa kerumah sakit oleh pihak keluarga maka untuk dapat

melengkapi syarat diatas minta surat keterangan dokter atau surat keterangan

kesehatan, apabila korban meningga! dunia maka ahli waris mengurus surat

keterangan ahli waris di wilayah domisili korban.

''^Ibid, him 342,
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3) Korban yang mcngalami luka-luka, guna mcndapatkan santunan maka Icorban

dan keluarga hams mengumpulkan kwitansi pengobatan sebagai syarat pengajuan

klaim ganti kemgian.

4) Setelah mempunyai Laporan Polisi dan surat keterangan dam'atau kwitansi

penibayaran maka korban dapat mendatangi PT. Jasa Rahaija untuk mendapatkan

dan mengisi formulir pengajuan klaim, atau untuk beberapa Rumah Sakit yang

mengadakan MoU dengan pihak PT. Jasa Raharja dapat lengsung mendapatkan

formulir pengajuan klaim di Rumah Sakit terkait.

5) Setelah itu, semua persyaratan dibawa ke PT. Jasa Raharja, lalu di PT. Jasa

Raharja akan diperiksa kelengkapan dan apakah terjamin oleh UU No.33 Tahun

1964 atau UU No. 34 Tahun 1964. Apabila ada persyaratan yang kurang, maka

petugas PT. Jasa Rahaija akan memberikan informasi kepada klaimen untuk

datang lag! ke PT. Jasa Rahaija imtuk dan mclengkapi persyaratan.

6) Apabila syarat sudah lengkap dan waktu untuk pembayaran santunan bisa

dilakukan ban itu juga, maka pada hari yang sama pembayaran santunan dapat

dilak-ukan. jika tidak bisa, maka klaimen diminta unUik kembali datang esok hari.

7) Untuk santunan dibavvah Rp.5.000.000,- maka akan diberikan secara cash

kepada klaimen, namun untuk santunan diatas Rp. 5.000.000,- akan ditransfer ke

rckcning masing-masing klaimen dan bukti transfer akan diberikan kepada

klaimen.



Hak atas ganti kerugian bagi tertanggung dapat gugur, apabila teijadi hal-hal

sebagai berikut^^:

1) Jika tuntiitan pembayaran ganti kerugian tertanggung tidak diajukan dalam

waktu 6 bulan setelah teijadinya kecelakaan.

2) Jika dalam waktu 6 bulan tidak diajukan gugatan terhadap perusahaan pada

pengadilan perdata, sesudah tuntutan ganti rugi pertanggungan ditolak secara

tertulis oleh Direksi Perusahaan.

3) Jika hak ganti rugi pertanggungan tidak direalisir dengan suatu penagihan

terhadap Perusahaan atau instansi pemerintah yang bertindak sebagi Badan

Pembantu dalam hal pelayanan ganti kerugian pertanggungan , dalam waktu 3

bulan sesudah hak tersebut diakui atau disahkan.

C. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Pengajuan Klaim

Secara umum yang sering menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim

adalah di bidang administrasi. Korban atau klaimen yang akan mengajukan klaim

seringkali tidak membawa syarat kelengkapan administrasi secara keseluruhan,

hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan adanya asuransi sosial

kecelakaan jalan. Maka dari itu sering teijadi kekurangan syarat administrasi pada

saat proses pengajuan klaim^®.

Kendala yang dihadapi korban atau ahli waris dalam hal pengajuan klaim

adalah;

V  1 U Noraor 17 Tahunl965 tentnag Dana Pertanggungan Wajibpee akaan Penumpang jo Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakin
Lalu Lmtas Jalan.

^^Hasil wawancara dengan Pak Usdek Hutasuhut selaku Kepala Bagian Pelayanan
pntunan tanggai 22 November 2013 Pukul 14:15 WIB di Kantor PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Sumatera Barat, '
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1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan lalu linlas,

sehingga apabila terjadi kecelakaan seringkali terlambat dilaporkan ke pihak

benvajib dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas sehingga pengajuan

sanlunan kepada Asuransi PT. Jasa Rahaija terlambat dan terkendala, Untuk

dapat menanggulangi hal ini PT. Jasa Rahaija seringkali melakukan

penyebarluasan informasi baik melalui media cetak, media elektronik dan

melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat

akan asuransi kecelakaan.

Banyak masyarakat yang merupakan pengguna kendaraan umum dengan

kata lain penumpang, tidak mengetahui hak mereka akan santunan kecelakaan

lalu lintas apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pada kendaraan umum yang

mereka tumpangi. Salah satu penumpang bemama Fajrin seorang mahasiswa

pengguna kendaraan umum (bis) antar kota antar provinsi, tidak mengetahui

secara pasti adanya asuransi kecelakaan lalu lintas. Akan tefapi, Fajrin

mengetahui bahwa tiket yang ia bayarkan sudah mencakup asiuansi.

Mengenai asuransi Jasa Rahaija, Fajrin mengetahui keberadaan asuransi Jasa

Rahaija, dan sudah mengetahui asuransi Jasa Rahaija merupakan asuransi

kecelakaan lalu lintas^^ Salah seorang masyarakat pengguna jasa angkutan

umum lainnya adalah Eliza, S.Pd.SD merupakan pengguna Jasa angkutan laut

yaitu kapal penyebrangan antara Pulau Mentawai ke Kota Padang. Ibu Eliza

mengaku mengetahui tentang adanya asuransi Jasa Rahaija, yang merupakan

asuransi untuk penumpang angkutan laut, darat dan udara. Ibu Eliza juga

Hasil wawancara dengan Fajrin. 18 tahun, Mahasiswa Universitas Syah Kuala Banda
Aceh, tanggal 17 Januari 2014, pukul 14:30 WIB.
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sudah mengetahui hak nya akan asuransi kecelakaan penumpang sebagaimana

yang tertera pada tiket kapal penyebrangan yang ia beli'°.

2) Dalam hal mengurus kelengkapan administrasi, masyarakat perlu

mengeluarkan dana. Hal ini tidak saja teijadi di PT. Jasa Raharja melainkan

saat melakukan pegurusan surat-surat kelengkapan administrasi lainnya.

Kesadaran masyarakat akan hadimya asuransi sosial kecelakaan jalan dinilai

kurang. Hal ini dapat kita lihat dari semakin menurunnya tingkat pengajuan klaim

dalam tiga tahun terakhir. Maka dari itu, PT. Jasa Rahaija (Persero) sebagai

pelaksana asuransi sosial di bidang kecelakaan lalu lintas jalan bertindak aktif

untuk menjemput tertanggung, maksudnya adalah PT. Jasa Raharja mencari tahu

secara langsung apabila ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dalam hal ini PT.

Jasa Raharja bekerjasama dengan Laka Lantas Polda Sumbar. Jika di suatu tempat

terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdapat korban atau penumpang atau

tertanggung yang berhak untuk mendapatkan pembayaran santunan, maka pihak

PT. Jasa Rahaija akan mendatangi pihak korban, jika korban berada di rumah

sakit maka pihak PT. Jasa Rahaija akan mendatangi rumah sakit. Jika korban atau

tertanggung tidak berada di rumah sakit, maka pihak PT. Jasa Rahaija akan

mengirimi surat kepada tertanggung untuk memberi tahukan tertanggung akan

hak yang ia miliki atas pembayaran santunan sesuai dengan keadaan korban atau

tertanggung''.

™Hasil wawancara dengan Ibu Eliza, S.Pd.SD, 45 tahun, PNS Guru, Kepulauan
Mentawai, Pengguna Jasa Anglcutan Umum Kapal Penyebrangan Antara Pulau Mentawai denean
Kota Padang, tanggal 20 Januari 2014, Pukul 18:00 WIB. °

'Hasil wawancara dengan Bpk Usdek Hutasuhut selaku Kepala Bagian Pelayanan
Santunan, pada tanggal 22 november 2013, pukul 14:30 WIB, di PT. Jasa Raharja Cbg Sumatera



Sesuai dengan prinsip pelayanan dari PT. Jasa Rahaija yaitu PRIME (Proaktif

Ramah Ikhlas Mudah Empati). Proaktif, petugas Jasa Rahaija aktif memonitori

kasus kecelakaan di unit Laka Lalu Lintas Polres dan Rumah Sakit unluk inendata

korban yang meninggal dunia dan iuka-luka. Menghubungi ahli waris korban

untuk melengkapi dokumen pemiohonan santunan. Ramah, dengan sapa, senyum,

tutur kata dan sikap dalam berkomimikasi dan berinteraksi baik kepada

masyarakat korban kecelakaan alat angkutan umum dan lain lintas jalan maupun

masyarakat lainnya, yang ingin memperoleh informasi tentang Jasa Raharja.

Ikhlas, seberat apapun tantangan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat khususnya kepada ahli waris maupun korban Iuka-luka akibat

kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan, petugas Jasa Rahaija ikhlas

dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah, Jasa Rahaija memberikan

kemudahan dengan membuka kantor pelayanan Jasa Rahaija di daerah rawan

kecelakaan, menempatkan mobil pelayanan keliling di rumah sakit yang banyak

menangani korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan. Empati,

petugas Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya

kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu

lintas jalan selalu memproyeksikan dirinya sebagai masyarakat.

Maka PT. Jasa Raharja bertindak aktif imtuk dapat mengantarkan hak

masyarakat akan pemberian santunan selaku tertanggung dalam PT. Jasa Rahaija.

Dalam hal pembayaran klaim, maka klaim dapat dibayarkan ke Rumah Sakit

sesuai dengan surat tagihan yang datang atau dapat juga diberikan penggantian

langsung kepada korban sesuai dengan kwitansi yang ada sebagai bukti.

Maksimal pembayaran santunan sesuai dengan besar jumlah santunan berdasarkan
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Peraturan Mentri Keuangan RI Noraor 36/PMK.010/2008 dan Nomor

37/PMK.010/2008'l

Penurunan jumlah pengajuan klaim dapat kita kaitkan dengan penunman

jumlah kecelakaan lalu lintas di Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir ini.

Pada tahun 2011 teijadi kurang lebih 3725 kasus kecelakaan lalu lintas, pada

tahun 2012 kembali menurun, yaitu teijadi 3210 kasus kecelakaan lalu lintas dan

pada tahun 2013 teijadi 2563 kasus kecelakaan lalu lintas. Penurunan jumlah

klaim, bisa jadi dikarenakan enggannya masyarakat untuk mengurus laporan

polisi, karena masyarakat menganggap terlalu rumitnya mengurus laporan polisi

tersebut. Adapun kendala yang dihadapi para klaimen adalah :

1) Kendala yang dihadapi klaimen kebanyakan dibidang administratif, khususnya

pengurusan Laporan Polisi tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang mereka

alami, sebagai salah satu syarat pengurusan pengajuan santunan. Seperti yang

dirasakan Bapak Ali Erman sebagai klaimen asuransi Jasa Rahaija, mengakui

kendala yang dihadapinya berasal dari urusan administratif. Khususnya

pembuatan Laporan Polisi, dikarenakan seringnya pejabat polisi terkait tidak

ada ditempat untuk menandatangani Laporan Polisi yang telah dibuat'l

2) Tidak adanya sistem online, dimana para klaimen yang berasal dari luar kota

Padang atau yang berada di Kabupaten mengalami kesulitan dalam pengajuan

klaim. Dikarenakan hams sering pergi ke Kota Padang untuk mengums

pembayaran santunan. Dengan adanya system pembayaran secara online.

wawancara dengan Bpk Gangsar selaku karyawan bidang pelayanan santunan
pada tang|al 22 November 2013, pukul 15:00 WIB, di PT. Jasa Raharja Cbg Sumatera Barat.

•  dengan Bapak Ali Erman, 49 tahun, wiraswasta selaku KlaimenAsuransi Jasa Rahai^a Sumatera Barat, tanggai 21 Januari 2014, pukul 11:00 WIB.
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diharapkan dapat mempermudah para klaimen yang berasal dari luar kota

untuk mendapatkan pembayaran santunan.

3) Kurangnya sosialisasi tentang adanya asuransi Jasa Rahaija, sehingga sering

kali masyarakat tidak mengetahui adanya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas

apabila mereka mengalami kecelakaan lalu lintas.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di FT. Jasa Raharja (Persero) Cabang

Sumatera Baral mengenai tanggung jawab hukum perusahaan asuransi pada

kondisi cacat tetap korban akibat kecelakaaii kendaraan bermoior di jalan raya,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi diberikan dalam bentuk

pemberian santunan sesuai dengan salah satu tujuan asuransi yaitu pemberian

santunan. Besamya ganti kerugian atau santunan yang akan FT. Jasa Rahaija

berikan kepada tertanggung yang berhak yaitu korban cacat tetap, cedera atau

!uka-luka scrta ahb waris dari korban yang mcningga! dunia telah ditctapkan

dalam Fasal II FF Nomor 17 Tahun 1965, hal ini ditetapkan oleh Mentri

yakm Mentri Keuangan. Berdasarkan Feraturan Mentri Keuangan RI Nomor

36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggai 26 Fcbruari 2008.

2. Dalam hal proses pengajuan klaim, hal-hal yang harus di lakukan oleh para

Dalam hal cacat tetap atau cidera maka surat-surat yang diperlukan atau bukti

yang diperlukan adalah laporan kepolisian, keterangan kesehatan dari dokter

atau rumah sakit tentang keterangan cacat tetap korban, KTP atau identitas

lainnya dari korban kecelakaan, dan kwitansi-kwitansi biaya perawatan yang

asli dan sah. Setelali surat-surat lengkap maka korban atau klaimen dapat

mendatangi kantor Jasa Raharja terdekat untuk memperoleh forraulir

pengajuan klaim untuk kemudian diperiksa kelengkapan berkas dan diproses

pengajuan santunannya.
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3. Dalam hal kcndala-kcndala yang dihadapi adalah masalah adminstratif,

dimana pihak teilanggung seringkali lupa atau tidak mengetahui kelengakapan

adminstrasi yang harus dibawa, maka akan kuranglah syarat kelengkapan

administrasi piliak tertanggung sehingga waktu pengurusan akan semakin

lama. Kendala dalam masyarakat adalah kurangnya pengetahuan masyrakat

akan keberadaan asuransi kecelakaan sosial yang sudah menjadi hak bagi

masyrakat. Para klaimen sendiri juga merasakan kendala di bidang

administratif, tidak adanya system pembayaran secara online untuk dapat

mempermudah para klaimen yang berasal dari luar Kota Padang.

B. Saran

Untuk memecahkan kendala-kendala yang ada, maka penulis mencba

memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam hal kurangnya pengetahuan masyarakat, maka scbaiknya PT. Jasa

Raharja lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang kemudahan pengurusan

santunan kecelakaan lalu lintas dan pelayanan PT. Jasa Rahaija terhadap

korban kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat. Sebaiknya masyarakat

sendiri haruslah membekali dirinya akan pengetahuan umum, tentang asuransi

khususnya asuransi kecelakaan lalu lintas.

2. Dalam hal sosialisasi, maka sebaiknya pihak PT. Jasa Raharja mengadakan

event-event yang meriah dan melakukan sosialisasi melalui jejaring sosial,

yang bertujuan memberikan informasi. Diharapkan dengan cara ini maka PT.

Jasa Raharja akan bisa lebih dekat dengan masyarakat, khususnya untuk kaum

muda, dikarenakan banyak sekali pengguna kendaraan bermotor yang berusia

muda. Untuk usia yang Icbih tua, maka bisa mcnggunakan sarana media
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clcktronik dan media cctak. Disarankan pihak PT. Jasa Rahaqa mcningkaikan

keijasama dengan pihak berwajib dalam hal ini unit Laka Lantas Polri. Untuk

dapat mempermudah mendapatkan Laporan Polisi guna mengajukan santunan

kepada PT. Jasa Rahaqa. Disarankan kepada pihak PT. Jasa Rahaga membuat

system pembayaran secara online terkait pembayaran santunan bagi klaimen

yang berasal dan luar Kota Padang, agar dapat mempermudah klaimen dalam

pengurusan pengajuan klaim sehingga diharapkan pengajuan klaim dapat

meningkat.

3. Dalam hal kurangnya syarat administrasi yang dibawa oleh masyarakat,

sebaiknya masyarakat meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya

kelengkapan administrasi karena, dalam segala bidang sangat diperlukan

kelengkapan administrasi, tidak hanya dalam pengurusan santunan asuransi

kccclakaan lalu lintas saja.

70



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A, BUKU

Ganie Junaedy, 2001, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono Sri Rejeki, 2008. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asurans. Jakarta.-

Sinar Grafika.

H. M. N Purwosutjipto,] 990. Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia.

Jakarta: Bagian 6, Djambatan.

Muhammad Abdul Kadir. 2006. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT.Citra

Aditya Bakti..

Pangaribuan Emmy, 1980. Pertanggungan Wajib/Sosia! UUNo.33 dan 3d Tahun

1964, Jo^akarta" Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada,

Prakoso Djoko, S.H., 2004. Hukum Auransi Indonesia, JdkaiXa.: Rineka Cipta.

PurbaRadiks, \99Z. AsuransiAngkutanLaut. Jakarta: Raneka Cipta,.

Soekanto Soerjono, 2004. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas

Indonesia.

Sunggono Bambang, 1996. Metode Penulisan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Waluyo Bambang, 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib

Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomo 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan lain Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Asuransi Sosial

Kecelakaan Lalu Lintas.

C. WEBSITE

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e673fd4d2c4/ketentuan-ganii-keriio;i,n-

lika-penumpang-cacat-karena-kesaiahan-maskapai diakses pada fanggal 2 April
2013 pukul 10:00

http://Jasarahar|a.co.id/lavanan/lingkuD-iaminandiak<;ef;padatanogQi 7 November

2013, pukul 10:00 WIB

hl^P-''^'W'wwJasaraharia.co.id/Iavanan/Drosedw-santunand\a\:^e.'iY'^Aa\anan-i\ 7

November 2013, pukul 14:00 WIB



http://Jasaraharia.co.id/lavanan/iumlah-santunanHialc^fic;naHataTioggi g November

2013, pukull0:00 WIB

http://sliare.pdfonline.coiTi/fIc502a506464dd49e241T28Q6edle75/SOP%20SUBDrr%20

,GAKKUM.pdf diakses pada tanggal 20 Januari 2013, Pukul 12.58 WIB



IG2FUTUSAN BElfilN FAICULTAS HUICUM
mWERSIXAS.-ANDALAS
NoiTvo'r: ;

" Tentiin'g

Pcugahgkatan Dosca Pembimbiug Skri^si/ICarya Feuulisaxi Al^ir
.  - .. '• ^"alcultas Huloim pmversitas Audalas .

■' 'DEi<ANFAiaJLTAS-HU^^tjMIJWIVERSIXi^ ' " ' .
Meiiimbang • : a..bah'wa dalam r^g^ca menyelesaikah. studi saq^^- setiap'mahasiswa harus membuk

I  . skripsi
•  • - b.bahwauntiicjcebncaranpenujisansioipsiter^butperl-adiaiiglcatdosenpembimbing

c. bahwa berdasarlcan sub.a dan'i>;,di atas peiiu ditetapan. dengan. Keputusani)ekau \ • •

|Mepgmga± . ;]:Und£mg-ybdangNo"8TaW!ip74Joigo.43Tahuiil955 . ■ ■ . - ■ ' ■
-  " • 2.Undaug-mdangNo.20Ta}xub..20'03-. - -

• • 3.PeraturanPenieriQtab.No/17Tblim20iOJoNo.66tabun2010 •
4. KeptitusanMen,teriPendi^k^ danK.ebuday^ND. 0429/O/1-992 '•  p. S.ICeputusanMenteriPendtdil^danlCebudayaanNo. 0196/O/1995 , p-

•  ' ^•ReputusaiiRektorUmy.ersitaJ<Aii^iasN6.443Ami/AyUnaiid-2002 •
/7.KeputeanRe^orUhiversita|-AidaJasNoh9/Xrri/AAJnand/2007 ^

8;ICeputusanRel^orUnandNo?3l2ZXIII/A/Unand/2010•- 9. Keplitasa^ReI^o^UnahdNo§83^A/anand-2pi^,■ . , ■ 10.DIPAUmvei-sitasAhda^f|hdn2pl2No.0675/023.042.16/03/201^ . *. *
. , -•' ■" • - ' - .'MEMtrrusKAN
IMeBcfapkan
iPertama • Menganglcatuama-namatei'sebut'dibawabini ■ - •

•  . i-- . Reriibraiidt,,SH.T-lP"d -V •PembimnbingI ' - • •

SebagaiPembimbing Slaipsi atag mabasiswaim ' ' •
N^a ■ : Vi/irsntl-Auii&'-.2ulvi. ' " .
NomorBP- • : ,1010 112'2.^4V- '- '-: ' " .

llCedua

llCetiga

: Segala biaya yangtimbul ̂ dbatlCepub^an ini" dibebankau kepada anggaran -
DIPABLUUmversitasAidai^Tabua2012"' •: Keputusaa ini berlalcii sejak tanppal ditetapkaa • Ci ' '

,  - v " ,..-.---\;Ditetapkandi:Padang22-2-20i'^
"• " . PadaTan. " . / . r-"Pada Tan

e k a

:  • • "V

rembusan: , ■ . . ' ' •
LRektorUniversitasAndalas ' • 'i''
2.Ketua-ketua Bagian Fakultas Huloim Universitas Aiidalas

Prof. Bir. Yuliandri, SH. Mil
•NIP.196207181988101001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum

Universitas Andalas
Kampus Umau Manis, Padang -25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk unand.ag.id e-mail: fh_ua(@>yahoo.com

Padang, 20 September 2013Nomor: 1|,G| /UN.I6.4/PP-2013
Lamp. :
Perihal : Tvgas Survey/penelitian

Kepada Yth;
Bopok GubemurSumafera Barat
C.q. Kabid. Kesbong dan LInmos Sumbar
di-

PADANG

Dengan ini komi mohon kepada bapak unfuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin
penelitian kepada mahasiswc;

N a m a

NomorBP

Fakultas

Jurusan

Program Kekhususon
Alomat

Pembimbing I
Pembimbing II
Untuk Meiaksanakan

Woktu

Tempot Penelitian
Dalam Rangka
J u d u I

:WiranfI Aulia Zulfi

:1010112234

: Hukum

: llmu Hukum

: Hukum Bisnis

: Jin. Bandar OIo No. 7

: Rembrandt, SH.,M.Pd

: Wetria Fauzi, SH.,MH

: Penelitian Lapangan
: 3 bulan (20 September s/d 20 Desember 2013)
; PT. Jasa Ratiarja Sumatera Boraf
: Mengumpuikon Dota Untuk Menyusun SkripsI
rTanggung Jawab Hukum Perusahiaan Asuransi Pada Kondisi
Cacat Tetap Korbon Akibaf Kecelakaan Kendaraan
Bermotordi Jalan Rayo

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agor yong bersangkuton dapat meiaksanakan tugas
sebagairnana mestinya, disamping itu kami juga mengharopkan bantuan Bapak agar dapat
membenkan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksonaon tugos tersebut diatas
Atas segola bantuan dan perhatian yang diberikon, sebelumnya kami ucopkan terima Kosih.

An.Dek

Wokil

Tembuson :

1. Rektor Univ.Andalos
2. Dekan (sebogoi loporon)
3. Oosen Pembimbing
4. KetuG Bagian Hukum Perdota
5. Mhs yang bersangkuton
6. Pertlnggal

Dr.H. Ferdi. SH..MH

Nip. 1968 0723 1993 021001 |.



KEMErfTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas
I? - 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109Web.http: www.fliuk (jnanfl.ar.id e-mail: fh_Lia@yahoo.com

Nomor: \\^l /UN. 16.4/PP-2Q13
Lamp. : -

: Tugos Survey / PenelitlcnHal

Podang, 20 September 20? 3

Kepada Yth;

Pimpinon PT. Joso Raharja Sumotero Barof

di:

Tempat

drbcwTh r„; fcpok, bohwo ̂.,1 menugostan rpphcbwc ycng lenebu,
Nemo

Nomor BP

Fakultas

Jurusan

Program Kekhususan
Alomat

Untuk Melaksonakon
Wakfu

Dclom Rangko
J u d u I

Wiranfi Aulio Zulfi

1010112234
Hukum

llmu Hukum

Hukum Bisnis

Jin. Bandar 0!o No. 7

PENELITIAN LAPANGAN
3 bulan (20 September s/d 20 Desember 2013)
Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Tanggung Jowob Hukum Perusahaan Asuransi Pada Kondist
Cacot Tetap Korban Akibat Kecelakaon Kendarcan
Bermofor dl Jolan Rayo

Atas segolo bontuan dan perhatian Bapak sebelumnyo komi aturkan terima kosih.

Tembusan :

1. Rekfor Universitas Andalas
2. Dekan (sebogoi laporon)
3. Dosen Pemblmbing
4. KetuG Bcglan Hukum Perdata
5. tvAohosiswa Yang bersangkuton
6. Pertinggol.

Dr. HFerdI SH MH

Nip. 1968 0723 1993 0210 01^



Dasar

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
badan kesatuan bangsa dan poutik

Jalar, Kuini Nn 79 A Telp. /0751 <34475-31554

REKOMENDa<;i pfmft
No. B.p70//^^/Was-BKPoI/2013

1.Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tenfan^-;- ^ m •Pengpmbangan.dan Penerapan llmu Peneetahuan Han t v ^ Sisteni Nasicinal Penelitian,2. U„d,„6-U„da„g Repdbllk .Lone" a nTo 32 TahuJ zSiT":' „
mana CeJah diubah beberapa ka[i,terakhir denean Undan. n ^ I sebagai-

3. Peraturan Menteri Dalam Neeeri RennhliP inHnn • "S'Undang Nomor 12 Tahun 2008;
neiitipndan Pengembangan dilingkungan KenicnceHan'oaia^m tentang Pedoman Pe-

Jenelida^r""^ ""'"or il61/UN.16.4/PP-2Q13 Tanggal 20

ai pasal 4,5 dan 6 Peraturan Menteri Llam Negeri Sblfk 11 n^ memcnuhi syarat sesu-
tang Pedo.nan Penerbican Rekomendasi Penelitian. '"do»esia Nomor 64 tahun 2011 cen-

GubernurSumatera Barat,
Nama

Tempat/Tgl Lahir
Pekerjaan
Alamat

No.KartxiIdentitas
Maksud/Judul

Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian

Memberikan Rekomendasi Kenada •
WIRANTIAULIA ZULFI
Medan.lS Januari 1993.
Mahasiswa.

Jl.Bandar Olo V No. 7 Padang
1010112234.

«CA^™TETir'',mZT ASURANSI PADA KONDISI
BERMOTORmj^ALiNrvA" ^ECELAKAAN KENDARAAN
FT. Jasa Raharja Provinsi Sumatera Barat.
3 Bulan (20 September 2013 - 20 Desember 2013)..

Dengan ketentuan sebagai berikut:

'■ PetSr" fPP'turan dan Tata Tertib d, Dae,-ah Seten.pat/Lokasi
-pat .e„EEanE.d

3 Sgi eatat .e.a,n. Badan
Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang,5c5eptember 2013AN. GUEERNUR PRfiJZ^l SUMATERA BARAT
KEPALA BADANii^^j^UA^ANGSA DAN POLITK

piw<}n^sumaJi$ra.,bara1/^ S E 1<_^TARJ S-,'a ̂

Tembii!;fjn knnndn VHj ■ NI 1 006.

7  cJ" V? ^ Raharja Provmsi Sumatera Barat di Padang.



JASA RAHARJA
Utama dolam periindungon, primo dolom pelayanan

Padang, Februari20I4

Nomor

Sifat

Lampiran
Hal

P/R/"?! /2014

Biasa

Keterangan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Andalas
di Padang

Bersama ini kanu beritahukan bahwa mahasiswa berikut:

Nama

Nomor BP

Program Kekhususan

Wiranti Aulia Zulfi

1010112234

SI Hukum Perdata Bisnis

telah melaksanakan penelitian di perusahaan kami terhitung tanggal 7 November 2013
sampai 7 Februan 2014 untuk proposal penelitian mahasiswa dimaksud dengan judul
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi pada Kondisi Cacat Tetap Akibat Kecelakaan
Kendaraan Bermotor di Jalan Raya (Studi pada PT. Jasa Rahaija (Persero) Cabang Sumatera

Disampaikan lebih lanjut, data yang diperoleh agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan
dilaporkan sesuai dengan kode etik penelitian.

Atas perhatian dan keijasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

iaJndrifwan

Kepala Sub. Bagian SDM & Umum

Kanlor : Ja^ H R Rasuna Said No I Padang Telepon: (0751) 34364 Faksimile: (0751) 32453
Situs(Websile)«u«.jasar.,harja.co.idPos-EI(E-inail)pa(ln,;gV/,iasan,hnrjn.a..id



PT. JASA RAHAHJA{ Persero)

CABANO SUMATBRA BARAT

JUMLAH PEMBERIW SANTUNAN Dl WILAYAH SUMATERA BARAT
DARI TAHUN 2008 S/D 2012

NO. TAHUNI meninggal dunia

KRB

200J

2009

2010

2011

2012

2013

716

787

811

896

727

468

SANTUNAN

BIAYAPERAWATAN

KRB

18.684.000.000

23.796.500.000

24.540.000.000

24.987.500.000

22.150.000.000

14.075.000.000

2.089

2.046

2.066

2.263

2.256

1.202

SANTUNAN

6.812.737.95^

8.335.874.238

9.581.178.493

11.124.935.392

11.638.834.275

6.074.804.137

CACATTETAP BW^ENGUBURAN JUMLAH SANTUNAN

SANTUNAN
SANTUNAN

5

8

1

3

SANTUNAN

217.075.000

388.906.250

367.375.000

574.687.500

373.270.750

367.250.000

Catalan : 2013 Masih berjalan sd 31 Agustus 2013

12

5

5

6

7

27.000.000

34.000.000

14.000.000

24.000.000

34.000.000

20.000.000

KRB

2.819

2848

2887

3.172

2.990

1.680

25.740.812.954

32.555.280.488

34.502.553.493

36.711.122892

34.196.105.025

20.537.054.137
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Demikianlah Laporan Polisi Kecelakaan Lalu Lintas ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah dan jabatan sekarang ini, kemudian dituiup dan ditanda tangani di Pariaman
pada harl dan Tanggal serta Bulan dan Tahun sebagatmana tersebut dlatas. -

X'

\lili 1

Pariaman, 05 Oktober 2013
Penyidik Pembantu

j liLLii..

J)iketahui Oleh :
^OLISIAN RESUR PARIAAAAN

SAPTA KO PUTRA

BRPTU ,RP 85091605

HARJONO. SH

'NRP 61090248


